BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR |\ TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Menimbang

PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan
seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah
yang telah diverifikasi kepada Pj.Bupati melalui
Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan
Pj.Bupati;

. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende,
dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan
yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

Mengingat...




Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 16355);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856),;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2025 - 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
2025.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah
dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yaitu
Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas

3.Renja




[

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2026 dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :

a. bab I Pendahuluan;
b. bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun laluy;
c. bab III Tujuan dan Sasaran;
d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan;
e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi
pedoman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam
menyusun RKA.

Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 20 D&Ub2024

/- \'Pj. BUPATI ENDE, ‘,

]

-AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal %0 D& b 2024

Pj. SERRETARIS DAERAH
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya
dengan karunia-Nyalah maka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Ende Tahun 2025 dapat terselesaikan
dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Ende Tahun 2025 ini memuat visi, misi,
tujuan,sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugasdan fungsinya, selanjutnya Renja SKPD menjadi landasan atau
pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran
2025

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Kami menyadari bahwa masih
banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena
itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daeah (OPD)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten
Ende Tahun 2025 ini disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak yang
berkompeten.

Ende, 20 September 2024

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan /‘/
dan Pelindungan Anak Kab. Ende,

- ‘

Pembina Tingkat |
690521199903 2 003

Renja Dinas P3A 2025
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1.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak dilaksanakan melalui usaha-usaha pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang
ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan
mengembangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang
dilaksanakan bersama sebagai tanggungjawab pemerintah dan masyarakat,
Kehidupan sosial pada saat ini dilandaskan pada kurangnya partisipasi
perempuan dalam pembangunan dan makin meningkatnya tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka konsistensi
pencapaian tujuan pembangunan, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun
dokumen perencanaan, Dokumen perencanaan terdiri dari Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende adalah
Penjabaran dari RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak sebagai sarana yang menjembatani kepentingan
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan dalam bidang pelayanan Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan anak yang meliputi Kualitas Hidup Perempuan, Bidang
Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan khusus anak, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende ini
Odisusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun -
tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi
dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan

lingkungan strategis.
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Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja mempunyai arti

strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan

tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1.

Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan

kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam RKA Tahun 2025.

. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Perangkat Kerja Daerah yang merupakan pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Proses penyusunan Renja SKPD bertujuan menghimpun masukan

tentang program/kegiatan yang akan di laksanakan dan dimasukkan dalam

rencana kerja untuk tahun 2025, Juga untuk mendapatkan gambaran

pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan

dapat menunjang kinerja SKPD, Tahapan Penyusunan Renja SKPD.

1.

Mempelajari Visi dan Misi, Kebijakan dan Program prioritas dalam RPJMD
dan Renstra.

. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu pada RKPD tahun berkenaan.

. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu

berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.

. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.

Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja
hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju, Dalam kegiatan awal
penyusunan ini telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota dengan
memperhatikan Rencana Kerja (Renja) Kab/Kota yang telah

diakumulasikan dalam usulan program/kegiatan yang ada pada masing-
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masing Kabupaten/Kota. Terutama dalam Rencana Kerja (Renja)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI,
Dengan mempertimbangkan Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan yang
hendak dicapai di Tahun 2025, Untuk penetapan Renja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun
2025 dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Tahun 2025.

1.2. DASAR HUKUM
Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  selalu

didasarkan pada beberapa landasan secara hirarki yaitu :

1.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman
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10.

1.

12

Nomenkelatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan
Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Peraturan Bupati Ende Nomor 6 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan
organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Inmendagri No 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang.

Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Ende adalah agar dapat menyelesaikan
permasalahan/hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang
mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan Perempuan dan
anak serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam
RPD dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran yaitu 1 Januari 2025 sampai dengan
31 Desember 2025.

Tujuan dari penyusunan Renja SKPD adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang
diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende selama 1 tahun
anggaran.

2. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam
menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan
evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah Selama 1 tahun
anggaran.

3. Penyusunan Renja SKPD adalah untuk mendiskripsikan tentang program-
program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan langsung
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten
Ende selama 1 tahun anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun

2025 adalah sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
1.2.Dasar Hukum
1.3.Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
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BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA,
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian
Renstra OPD
. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Isu — Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

(S N NN UR N

. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE

BAB V PENUTUP
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BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Capaian Kinerja Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak tahun 2023 dapat dilihat dengan membandingkan antara
capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan
dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Secara
umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2023 telah memenuhi target
yang ditetapkan, Dari total Anggaran yang dianggarkan sebesar
Rp.1.267.486.352 dan dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 11 jenis
kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Ende, Pencapaian target dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende tahun 2023 secara umum
untuk keuangan sebesar 1.239.854.515 atau 97,82 % dari anggaran yang
tersedia.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Ende secara umum memiliki 6 Program dan 11 kegiatan, Terdapat 6 (enam)
program yang menunjang pencapaian target kinerja Tahun 2023 dimana 6
(enam) program pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%.
a.Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/kelua-

ran Yang Direncanakan.
Program-program penunjang keberhasilan kinerja tersebut antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

b.Realisasi Program/Kegiatan Yang Mencapai Target Kinerja hasil/ Keluaran
yang Direncanakan.
1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Program perlidungan perempuan
3. Program Pengelolaan sistem data gender dan anak
c. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Restra SKPD

Renja Dinas P3A 2025 Page | 7




Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara
langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok
sasaran program/kegiatan yang memberikan konstribusi dalam penurunan
angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,Selain itu Potensi Sumber
Kesejahteraan Perempuan dan anak dapat tergali dan didayagunakan secara
maksimal untuk mitra dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,

d. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil
untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan
tersebut antara lain dengan melakukan perubahan anggaran jika terjadi
kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran
anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende

Target dan Realisasi Kinerja

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Target Kinerja Realisasi
ga palan ! Target Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perangkat Daerah s/d
L ; Target Tahun 2024
. Program dan Kinerja Hasil
Urusan/ BidangUirusan Indikator Kinerja Program Kegiatan Program ; Pragramitian ;
Kode Pemerintahan Daerah dan : J e €8l g Target Realisasi Kegiatan Realisasi Tingkat
: (outcomes)/ Kegiatan (ouput) (Renstra dan Renia Reni : € Capaian
Program/ Kegiatan K | nj enja Tingkat (Renja SKPD Capaian ap:
Perangkat Keluaran | perangkat | Perangkat | tahun 2024) Realisasi
Daerah) Tahun | Kegiatan s/d Daerah bisidrah Realisasi Program dan Target
2022-2024 | Tahunn-3 | Tahun Tahun (%) Kegiatans/d | o ctra
2024
2023 2023 Tahun 20 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 1 (10/4)
08 | 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
08 | 01 | 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
08 01 | 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 2 Dokumen 2 2 2 Dokumen 2 Dokumen 33%
Perencanaan Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Dokumen | Dokumen
08 01 | 2.01 02 gookrdinasiRcli(a: F;;:\{r)usunan Jumlah Dokumen RKA SKPD dan . ik - .. 35
oman B Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan o Dokumen 1 1 ) okumen okumen
Dokumen RKA-SKPD Dokumen | Dokumen
08 01 | 2.01 03 ;ookrdinasipdan;ehnyus:;:n Jiimlah Dokiimen Péribakan RIKA
oxumen Ferubanan REA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinas 2 Dokumen 1Dokumen | 1Dokumen | 33%
SKPD 3 Dokumen B
Penyusunan Dokumen Perubahan 1 1
RKA-SKPD Dokumen | Dokumen
08 | 01 | 201 04 | Koordinasi dan Penyusunan 1 1
Jumlah Dokumen DPAS - SKPD dan
Dokumen DPA -SKPD Dokumen | Dokumen i
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunary 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Lapoiran 2 Laporan ke
Dokumen DPA-SKPD
08 | 01 | 201 05 | Koordinasi dan Penyusunan ok ok bah -
Jumlah Dokumen Perubahan DPAS -
Perubahan DPA-SKPD
KPD dan Laporan Hasil Koordinasi 3 Dokumen 2 Dokumen . . 2 Laporan 2 Laporan 33%
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD pokumen | Dokamen
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Perkiraan Realisasi
Target Kinerja Realisasi Target dan Rgahsasu Kinerja Capaian Target Renstra
Capaian Target Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perangkat Daerah s/d
S . Target Tahun 2024
. Program dan Kinerja Hasil
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kegiatan Program fEael Program dan !
Kode Pemerintahan Daerah dan ) € & € Target Realisasi Kegiatan Realisasi Tingkat
: (outcomes)/ Kegiatan (ouput) (Renstra dan Reni Reni - ealisa Caicalan
Program/ Kegiatan enja enja Tirakat (Renja SKPD Capai apaia
Perangkat Keluaran | perangkat | Perangkat | ' o o apalan Realisasi
i Realisasi | t2hun2024) | program dan
Daerah) Tahun | Kegiatan s/d g
Daerah Daerah (%) Kaglotanafd Target
2022 - 2024 Tahun n-3 Tahun Tahun Taiun 024 Renstra
2023 2023 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 1 (10/4)
08 01 | 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Laporan Capalan Kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja dani |y pticar Realisasi Kinerja SKPD dan )L oL 6%
khtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 36 Laporan 2 Laporan 2 Laporan | 2 Laporan aporan aporan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
08 01 | 2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 24 laporsn 8 laporan 2 Laporan | 2 Laporan - 2 Laporan 12 Laporan 50 %
07 | paerah
Perangkat Daerah
08 | 01 | 2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
08 01 2.02 . .
01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang menerima Gaji 36 orang 12 orang 20 Orang | 13 orang - 20 Orang 25 Orang 69 %
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
08 | 01 2.02 Perlaksanaan Penatausahaan
02 | dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Keuangan SKPD Indeks Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen | 8 Dokumen 12 - - 12 Dokumen | 20 Dkumen 83%
Pelayanan Administrasi Indeks Pelayanan Administrasi Dokumen
Keuangan SKPD Keuangan
23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
08 Rekonsilasi dan penyusunan Jumilah Laporan Rekonsilasi dan -
01 | 2.03 | o1 | Laporan Barang Milik penyusunan Laporan Barang Milik 3 Laporan 1 Laporan 2 Laporan - 2 Laporan 3 Laporan 100 %
Daerahpada SKPD Daerahpada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan 28 Laporan | 9 |aporan 4 Laporan 4 Lapora 13Lapo i
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Perkiraan Realisasi
Target Kinerja fealisasi Target dan Re'ahsaﬂ Kinerja Capaian Target Renstra
Capaian Target Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perangkat Daerah s/d
R ) Target Tahun 2024
; Program dan Kinerja Hasil
Urosen/' Bidang Uusan Indikator Kinerja Program Kegiatan Program teaci Progtamdan i
Kode Pemerintahan Daerah dan ) 8 g & Target Realisasi Kegiatan Realisasi Tingkat
. (outcomes)/ Kegiatan (ouput) (Renstra dan Renia Renia ; Capaian
Program/ Kegiatan | 1 Tingkat (Renja SKPD Capalan P
Perangkat Keluaran 5 P P
- Perangkat | Perangkat Realisasi | tahun 2024) Program dan Realisasi
Daerah) Tahun | Kegiatan s/d Daerah Daerah 3332535' p 08 il ?d Target
2022 - 2024 Tahun n-3 Tahun Tahun ) TZifn ;052 4| Renstra
2023 2023 (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11 (10/4)
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
2 23 01 2.03 | o
2 23 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Pendataan dan N
2 |23 | 01| 205 |01 Pendlatlaan d.an P engola.han Pengolahan Administrasi 6 dokumen 2 Dokumen | 1 Dokumen - 1 Dokumen | 2 Dokumen 33%
Administrasi Kepegawaian .
Kepegawaian
s ; Jumlah Dokumen Monitoring,
2 [f 23 | 61| 268 | 62 | Monitoring Evaluash, dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 6dokumen | 2dokumen | 2Dokumen | 2 Dokumen - 2Dokumen | 6Dokumen | 100%
Penilaian Kinerja Pegawai :
Pegawai
2 | 23 | 01| 205 | 03 | Peningkatan Sarana dan Jumlah Peningkatan Sarana dan 6 Unit 3 Unit 1 Unit . - 1 Unit 4 Unit 60 %
Prasarana Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
2 23 01 | 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
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23 | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi| Jumlah Paket Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan 3 paket 2 paket 1 Paket - 1 paket 3 paket 100 %
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
23 | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 7 paket 2 paket 5 paket 7 paket 100 %
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 5 paket -
Disediakan
23 01 2.06 03 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor Kantor yang Disediakan 24 paket & panet 8 paket 4 paket Sipakat 20 paken =%
23 01 2.06 04 | Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
6 paket
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 6 paket Ak 2 paket 2 paket S mRket PR 100 %
— p Jumlah Laporan Fasilitasi
23 01 2.06 05 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu Al Laparan 10'kaporan 12 Laporan - 12 Laporan 12 Laporan 80%
; Jumlah Laporan Penyelenggaraan
23 01 2,96 06, | Rapatrapat Keotdinasltan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 36 Laporan 12 Laporan
Konsultasi ke Dalam Daerah SKFF:; oordinasi da apora P 12 Laporan 6 Laporan 12 Laporan 52 Laporan 80 %
23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
23 01 | 2,07 o1 | Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Dinas Operasional atau 0 ional 6 Unit 2 Unit 1 unit B i i
perasional atau Lapangan yang 1 Unit 3 Unit 50 %
Lapangan Disediakan
23 o1 | 207 02 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 4 unit 12 unit 50 %
Disediakan 24 unit 8 unit 4 unit =
23 | o1 | 2.07 03 | Pengadaan Peralatan Jumiah Unit Peralatan dan Mesin 9 unit 3 unit 1 unit - 1 unit 1 unit 40 %
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
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23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
23 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 laporan 4 laporan 12 laporan - 12 laporan 16 laporan 31%
Menyurat Surat Menyurat
23 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
Komunikasl, Sumber Daya Jasa Komunikasi, Sumber 30 laporan 4 laporan 12 Laporan | 8 laporan - 12 laporan | 24 laporan 0 N
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
23 | 01 | 208 | 03 | PenyediaanJasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan 36 laporan 12 laporan 12 Laporan - 12 laporan 24 laporan 40 %
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan 6 Unit 2 Unit 1 Unit B 1 Unit 3 Unit 50 %
23 01 | 2.09 01 | pemeliharaan, Pajak, dan yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
23 01 2.09 02 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana ) _ . ‘ . 100 %
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 3 unit 1 unit 1 Unit 1 unit - 1 unit 3 unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
L 200 | 01 Koordinasi dan sinkronisasi Auimlsh Dokemen Hasl
inasi £ i B 1 dokumen 5 dokumen 40 %
pelaksanaan PUG Kewenangan Koordinasi dan sinkronisasi 12 dokumen 4 dokumen | 1 Dokumen
kab/kota pelaksanaan PUG Kewenangan
kab/kota
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08 02 2.01 Sosialisasi Kebijakan Jumlah Perangkat Daerah yang 5 Perangkat
02 | Pelaksanaan PUG termasuk mengikuti Sosialisasi Kebijakan 10 Perangkat 10 Daerah - 5 Perangkat 15 51%
PPRG Pelaksanaan PUG termasuk Daerah Perangkat Daerah Perangkat
PPRG Kewenangan Kab/kota Daerah Daerah
08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Politik, Hukum, Sosial, dan
bidang Ekonomi
08 02 2.02 01 | Sosialisasi Peningkatan . Jiimlak Dokiiman Fasi 2 dokumen | 1 Dokumen 1 100 %
Partisipasi Perempuan di sosialisasi Peningkatan 6 dokumen Dokumen 3 dokumen 6 dokumen
Bidang Politi!(, Hukum, Sosial Partisipasi Perempuan di
dan ekonom Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan ekonomi kewenangan
kabupaten/kota
08 02 2.03 Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia layanan
pemberdayaan perempuan
08 02 2.03 01 | Peningkatan kapasitas Sumber jumiah Sumber daya
daya lembaga penyedia lembaga penyedia layanan 30 Orang 15 Orang 15 Orang - 15 Orang 30 Orang 100 %
layanan pemberdayaan pemberdayaan perempuan
perempuan kewenangan kewenangan kab/kota
kab/kota
08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
08 04 2.01 o1 Advokasi kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah - ek 5 100%
pendampingan untuk yang mendapat Advokasi dan 5 o 15 Dz:gﬁ a .
mewujudkan KG dan pendampingan keluarga untuk g:;ar:ﬁ 4 5 Perangkat Perangkat B Daeih
perlindungan Anak kewenangan | Mewujudkan kesetaraan DFgpeah daerah
kabupaten/kota Gender (KG) dan perlindungan
Anak kewenangan kab/kota
08 04 201 | 02 | Pengembangan kegiatan Jumlah Dokumen hasil 15 33%
; ; 15 dokumen
masyarakat untuk peningkatan | Pengembangan kegiatan 12 dokumen
kualitas keluarga kewenangan | masyarakat untuk peningkatan 15 dokumen 12 dokumen | o . imen 15 dokumen
Kabupaten/kota kualitas keluarga kewenangan
Kabupaten/kota
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08 04 2.02 | 03 | Advokasi kebijakan dan Jumlah lembaga penyedia 8 8 Lembaga 16 61%
pendampingan Pengembangan | layanan peningkatan kualitas Lembaga
lembaga penyedia layanan keluarga yang mendapat Advokasi | 10 Llembaga Eemibees 8 Lembaga -
peningkatan kualitas keluarga dan pendampingan
tingkat daerah Kabupaten/kota
08 04 2.02 04 | Peningkatan kapasitas Sumber | Jumlah Sumber daya Lembaga 51%
daya Lembaga penyedia layanan| penyedia layanan peningkatan 15 Orang 30 Orang
peningkatan kualitas keluarga | kualitas keluarga yang mendapat 20 Orang 15 Orang 15 orang g
tingkat Daerah Kabupaten/kota | peningkatan kapasitas keluarga
kewenangan kabupaten/kota
08 04 2.02 | 05 | Penguatan jejaring antar Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 6 Dokumen 12 21%
lembaga penyedia layanan Penguatan jejaring antar lembaga Dokumen
peningkatan kualitas keluarga | penyedia layanan peningkatan 10 Dokumen 6 dokumen -
tingkat daerah kabupaten/kota | kualitas keluarga tingkat daerah
kabupaten/kota
08 | 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
08 05 2.01 01 | Penyediaan Data Gender dan Jumlah Dokumen Data
Anak dikewenangan Gender dan Anak 15 Dokumen
kabupaten/kota 10 Dokumen 12 dokumen ‘ 2 Dokumen 14 Dokumen 90 %
dokumen
08 05 2,01 02 | Penyajian dan pemanfaatan Jumlah Penyajian dan 10 Dokumen
Data Gender dan Anak dalam pemanfaatan Data Gender
dalam kelembagaan Data di dan Anak dalam dalam 12 Dokumen 12 dokumen - 12 Dokumen | 24 Dokumen 42%
kewenangan kabupaten/kota kelembagaan Data di
kewenangan
kabupaten/kota
08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
08 | 03 | 201 | O1 | voordinasi dan sinkronisasi Jumia'h Dokflme-n Hasil Koordinasi -
pelaksanaan kebijakan program dan".r.lnkromsasn pelaksanaa.n 3 Desa 1 desa
dan kegiatan Pencegahan kebijakan program dan kegiatan ) 5 dmin 2 desa
Kekerasan terhadap Pencegahan Ifekerasan terhadap
Perempuan Lingkup Daerah Perempuan Lingkup
Kabupaten/Kota
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08 | 03 | 202 Penyediaan Layanan Rujukan Persentase pelaksanaan layanan
02 LanLutan b:Si Perempuan rujukan lanjutan bagi perempuan
Korban Kekerasan yang m erlukan
Memerlukan Koordinasi :g;?,:?nzz: Iea'::::nv::jikazm ¢ 60 orang 20 orang 20 Orang - 20 orang 40 orang 60 %
Kewenangan Kabupaten/Kota kewenangan kabupaten/Kota
08 | 03 | 2.02 |03 | Advokasikebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah yang 5 60 %
Pendampingan layanan mendapatkan Advokasi kebijakan perangkat 15
perlindungan dan Pendampingan layanan 15 perangkat perangkat - 5 perangkat | 10 perangkat
perempuankewenangan perlindungan Asevalli
kabupaten/kota perempuankewenangan
kabupaten/kota
08 03 2.03 | o4 | Penguatandan Pengembangan | Persentase terlaksananya Penguatan
Lembaga Penyedia Layanan dan pengembangan lembaga 60 %
Perlindungan Perempuan penyedia layanan perlindungan 3 Lembaga 1lembaga = : 1lembaga 2 lembaga
Tingkat Daerah perempuan tingkat daerah
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Advokasi kebijakan dan Jumlah perangkat daerah yang 5 Berangrat
08 07 201 01 pendampingan pelaksanaan mendapat Advokasi kebijakan dan 15 80 %
kebijakan, program dan pendampingan pelaksanaan 15 Perangkat - 7 perangkat 12 perangkat
kegiatan pencegahan kebijakan, program dan kegiatan perangkat
kekerasan terhadp Anak pencegahan kekerasan terhadp Anak
kewenangan kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Koordinasi dan sinkronisasi dan sinkronisasi pencegahan 3
08 | 07 | 201 | 02 | pencegahan kekerasan kekerasan terhadap Anak 10dokumen | 2dokumen | 6Dokumen | . . o
terhadap Anak kewenangan 3 dokumen | 8 dokumen 80 %
kabupaten/kota
Penyediaan Layanan Jumlah Anak yang memerlukan
08 07 2.02 | 03 | Pengaduan masyarakat bagi perlindungan Khusus yang
Anak yang memerlukan mendapatkan layanan pengaduan 100 orang 30 orang 30 orang 32 orang 20 Orang 82 orang 82 %
perlindungan Khusus tingkat
daerah kab/kota
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0og |07 | 202 04 | Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah Layanan Tindak lanjut 12 Layanan | 12 layanan | - . - 12 layanan 100 %
pelaksanaan pelaksanaan pengaduan yang memerlukan
pendampingan Anak yang koordinasi dan sinkronisasi bagi Anak 12 Layanan
memerlukan perlindungan yang memerlukan perlindungan
Khusus kewenangan kab/kota Khusus
08 07 | 2.02 05 | Pengembangan komunikasi, Jumlah Dokumen komunikasi, 2 Dokumen | 3 Dokumen | - - - 2 dokumen 60 %
informasi dan edukasi Anak informasi dan edukasi Anak yang
yang memerlukan memerlukan Perlindungan Khusus 3 Dokumen
Perlindungan Khusus
kewenangan kab/kota
08 07 | 2.02 06 | Penguatan jejaring antar Jumlah Dokumen Hasil Penguatan 6 Dokumen 6 Dokumen | - - - 6 dokumen 100 %
Lembaga Penyedia Layanan jejaring antar Lembaga Penyedia
Anak yang memerlukan Layanan Anak yang memerlukan 6 Dokumen
perlindungan Khusus perlindungan Khusus
kewenangan kab/kota
08 07 | 2.03 07 | Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi 3 Dokumen | 3 Dokumen | - - - 3 dokumen 100 %
Peningkatan kapasitas Sumber | Peningkatan kapasitas Sumber Daya
Daya Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia Layanan bagi
Layanan bagi Anak yang Anak yang memerlukan perlindungan 3 Dokumen
memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kab/kota
Khusus Tingkat Daerah
kab/kota
08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
08 06 | 2.01 01 | Advokasi kebijakan dan Advokasi kebijakan dan pendampingan
pendampingan Pemenuhan | Pemenuhan Hak Anak pada lembaga 50%
Hak Anak pada lembaga pemerintah, Non pemerintah, Media dan o 10 organisasi 10
pemerintah, Non Dunia Usaha 20 Organisasi o - - 10 dokumen
pemerintah, Media dan
Dunia Usaha kewenangan
kab/kota
08 06 | 2.01 02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan S Dokumen -
sinkronisasi sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan
Pelembagaan Hak Anak kewenangan kabupaten/kota 15 Dokiimen 12 5 ) 10 dokumer 60 %
Pemenuhan Hak Anak Dokumen dokumen
kewenangan
kabupaten/kota
08 07 | 2.02 03 Penyediaan Layanan Jumlah Anak yang mendapatkan layanan 30 orang 30 30 orang ~ 30 orang 100 %
Peningkatan Kualitas peningkatan Kualitas Hidup Anak Orang
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Hidup Anak tingkat kewenangan kabupaten/kota
Daerah kab/kota
2 08 07 | 2.02 04 Koordinasi dan Jumlah dokumen hasi Koordinasi dan 5 - - 41%
Sinkronisasi pelaksanaan Sinkronisasi pelaksanaan Peningkatan Doku
pendampingan Kualitas Hidup Anak kewenangan 12 Dokumen | mMen 12 R 5 dokumen
peningkatan Kualitas kabupaten/kota Dokumen
Hidup Anak kewenangan
kab/kota
2 08 07 | 2.02 05 Pengembangan Jumlah Dokumen komunikasi, informasi 3 - - 3 dokumen 9%
komunikasi, informasi dan edukasi Anak yang memerlukan Doku
dan edukasi Pemenuhan Perlindungan Khusus 3 Dokumen men 3 Dokumen B
Hak Anak kewenangan
kab/kota
2 08 07 | 2.02 06 Penguatan jejaring antar Jumlah Dokumen Hasil Penguatan 6 - - 12 dokumen 60 %
Lembaga Penyedia jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Doku 6
layanan Peningkatan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 20 Dokumen | mep 6Dokumen | | en
Kuaitas Hidup Anak
kewenangan kab/kota
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Untuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan SKPD
sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan SKPD merujuk pada SPM
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dimana
pencapaian target yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa hampir semua
target sasaran bisa dicapai dengan maksimal, Keberhasilan pencapaian
tersebut antara lain dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang baik,
restrukturisasi kelembagaan yang efisien, pemberdayaan sumber daya
manusia yang efektif, strategi pemanfaatan SDM yang tepat dan manajemen
pengelolaan anggaran yang sesuai dengan peruntukkanya.

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam SPM, capaian tahun
2023 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan
Anak Kabupaten Ende
Tahun 2022 - 2024

Kondisi Target Renstra Perubahan Realisasi Capaian
Kinerja Awal Perangkat Daerah Tahun Ke pada Tahun Ke
No Indikator Target RPJMD
Kinerja SPM Th. 2019
2022 2023 2024 2022 2023 2024
1 | Ratio KDRT %
93,33 0,029 0,02 0,019 96,66 0,16 =
Partisipasi
Angkatan
2 Kerja %
Perempuan 100,62 96,97 97,29 96,37 100,41 97,78 -
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Ende pada Tahun 2023 sudah tergolong baik, walaupun apabila dilihat
berdasarkan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih sangat jauh dari
harapan, Tingkat capaian kinerja yang rendah tersebut disebabkan oleh jumlah
permasalahan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Ende sangat besar
jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende tidak sebanding dengan
jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Ende,
Namun demikian ketidaktercapaian tersebut pada hakikatnya tidak mengurangi
keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
Kabupaten Ende pada Tahun 2023 Ketercapaian dan ketidak tercapaian atas
berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan pelayanan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Ende yang dilaksanakan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende
tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende
dalam menyelenggarakan pelayanan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

a. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Ende khususnya Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende
masih belum memiliki gedung kantor dan rumah aman untuk melayani
permasalan perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, Hal
ini menyebabkan ketidakoptimalan penanganan masalah pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Ende.

b. Penanganan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau
perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibilities)
masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya
pun kurang maksimal.

c. Jumlah SDM pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Ende yang kurang memadai.
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d. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan pemberdayaan
perempuan di Kabupaten Ende yang belum seimbang apabila
dibandingkan dengan jumlah permasalahan perempuan dan anak di
kabupaten Ende.

e. Belum ada satupun fasilitas publik yang menyiapkan sarana/prasarana

bagi kemudahan untuk penanganan permasalan perempuan dan anak,

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya
sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka
Menengah Kabupaten Ende Tahun 2022-2024, dimana apabila Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende hanya
mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Ende tentu hasilnya sangat jauh
dari harapan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende menjalin kerjasama
dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, lembaga-lembaga
Pemerhati permasalahan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Ende,
dan lain sebagainya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Kabupaten Ende juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masa yang akan datang
akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Ende terhadap penanganan
permasalahan perempuan dan anak yang berkembang di masyarakat
sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai
salah satu Misi (Misi ke-5) dari Kabupaten Ende yang merupakan salah
satu priortitas daerah.

b. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)
Kabupaten Ende terhadap penanggulangan permasalahan perempuan dan
anak di Kabupaten Ende yang sangat tinggi, diharapkan mampu
mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan
perempuan dan anak.

c. Dukungan dari para stakeholders (dunia usaha, lembaga kesejahteraan
sosial, organisasi sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan
perempuan dan anak di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir
dengan baik.
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2.4

d. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dari APBD Kabupaten Ende yang terus meningkat
setiap tahunnya.

Permasalahan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Ende
saat ini memang sangat memprihatinkan terutama permasalahan-permasalahan
yang sifatnya kasat mata seperti permasalahan kekerasan terhadap perempuan
dan anak, Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini perlu
ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana mereka sering diabaikan dalam
hampir semua sisi pembangunan karena dianggap tidak memiliki kontribusi
apapun, padahal perempuan dan anak adalah sesama kaum yang memiliki
harkat dan martabat yang sama dengan yang lain.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Ende Tahun 2025 bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni
Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ende,
dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif
untuk Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025. Adapun pagu indikatif untuk
Belanja Langsung sebesar Rp. 1.750.529.500 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima
Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai program dan
kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak (Urusan Non Pelayanan
Dasar) dan Penyelenggaraan Administrasi Umum (Non-Urusan).

Apabila melihat usulan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak Kabupaten Ende terkait anggaran yang dibutuhkan guna
pencapaian target RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 dan usulan Musrenbang,
maka anggaran tersebut cukup memadai, sehingga diharapkan beberapa target
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Ende dapat tercapai sesuai RPD.
Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar

perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende terkait
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pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Ende pada Tahun 2025.

Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis
kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Ende dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi NTT/Kabupaten Ende

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak Kab. Ende

Rancangan Awal RKPD / Renstra OPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan 2025 Catatan
No Kebutuhan
P. ikatif i
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Ao il Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja C:T:ragiitn Pana henting
Capaian (Rp, 000) (Rp, 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1,200,529,5
1,200,529,500
00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26,000,000 26,000,000
1 Penyusunan DP3A Jumlah Dokumen 4 Dokumen 5,000,000 | Penyusunan DP3A Jumlah Dokumen 4
Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen Perencanaan Dokumen
Perencanaan Daerah Perencanaan Perangkat Daerah 5,000,000
perangkat Daerah Perangkat Daerah
2 DP3A Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5,000,000 ) DP3A Jumlah Dokumen RKA- 1
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Koordinasi dan SKPD dan Laporan Dokumen
Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi SAER0
RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
3 DP3A Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3,000,000 . Jumlah Dokumen DPA- 1
Koordinasi dan dan laporan hasil koordinasi Koordinasi dan SKPD dan laporan hasil Dokumen
Penyusunan DPA-SKPD penyusunan dokumen DPA- Penyusunan DPA-SKPD koordinasi penyusunan 3,000,000
SKPD dokumen DPA-SKPD
4 . DP3A Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 5,000,000 o DP3A Jumlah Dokumen 1 5,000,000
Koordinasi dan DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD Dokumen
Penyusunan Penyusunan Perubahan
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Perubahan DPA-SKPD

koordinasi penyusunan DPA-SKPD dan laporan hasil
dokumen Perubahan DPA- koordinasi penyusunan
SKPD dokumen Perubahan
DPA-SKPD
DP3A 1 Laporan 3,000,000 DP3A 1 Laporan 3,000,000
Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Koordinasi dan Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Kinerja dan lkhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD SKPD Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
DP3A 1 Laporan 5,000,000 DP3A 1 Laporan 5,000,000
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Evaluasi Kinerja Jumlah Lapaoran
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 990,000,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 990,000,000
: - Jumlah Orang yang ) » DP3A Jumlah orang yang
‘T’ﬁ:f’::'zf“";;ﬂ' dan DP3A | Menerima Gaji dan 20 988,000,000 ?32?’::":";;" gan Menerima Gaji dan 20 Orang/bu| 988,000,000
Jahg Tunjangan ASN Orang/bu jang Tunjangan ASN
Pelaksanaan DP3A Jumlah Dokumen 12 2,000,000 | Pelaksanaan DP3A Jumlah Dokumen 12 Dokumen| 2,000,000
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Dokumen Penatausahaandan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD KeuanganSKPD Keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20,000,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20,000,000
DP3A DP3A 2 Laporan 15,000,000
Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan 2 Laporan 15,000,000 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan

Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

SKPD

Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD
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DP3A Jumlah Laporan DP3A Jumlah Laporan 2 Laporan 5,000,000
Penatausahaan Barang Penatausahaan 2 Laporan 5,000,000 | Penatausahaan Barang Penatausahaan
10 | Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Da;erah Milik Daerah pada SKPD Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20,000,000 | Administrasi Kepegawaian  perangkat Daerah 20,000,000
Peningkatan Sarana dan DP3A Jumlah Unit 1 Unit 10,000,000 | Peningkatan Sarana dan DP3A Jumlah Unit 1 Unit 10,000,000
1 Prasarana disiplin pegawai Peningkatan Sarana Prasarana disiplin pegawai Peningkatan Sarana dan
dan Prasarana disiplin Prasarana disiplin
pegawai pegawai
DP3A 12 Dokumen 10,000,000 DP3A 12 10,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Monitoring, Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Monitoring, Dokumen
12 | Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi dan Penilaian
Penilaian Kinerja Kinerja Pegawai
Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah 40,000,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40,000,000
) di Jumlah Paket
Penvied{a:f" K_imPO"e" Jumlah Paket Komponen lpert‘yf s Kamponen Komponen Instalasi
" 'P“ﬂa asi *5"; / Instalasi Listrik/ 2,000,000 L'::t::;eneran i listrik/Penerangan 2,000,000
enerangan Bangunan DP3A Penerangan Bangunan 5 Paket 8 DP3A Bangunan Kantor yang | 5 Paket
Kantor it Bangunan Kantor S
Kantor yang Disediakan Disediakan
Perivedian Peraisean dsn DP3A Jumlah Paket Peralatan dan 5 Paket penvediaan Peralatan dan DP3A Jumlah Paket Peralatan | 5 Paket
14 ye Perlengkapan Kantor yang 5,000,000 v dan Perlengkapan Kantor 5,000,000
Perlengkapan Kantor o Perlengkapan Kantor S
disediakan yang disediakan
DP3A : 20 Paket ) DP3A Jumlah Paket Bahan 20 Paket
. P~ L : iaan B ;
15 Penyediaan Bahan LogistiK Jumlah Paket _Baha‘m ogisti 10,000,000 Penyediaan Bahan Logistik Logistik Kantor yang 10,000,000
Kantor Kantor yang disediakan Kantor S
disediakan
DP3A 10 Paket DP3A Jumlah Paket Barang 10 Paket
Penyediaan Baran Jumlah Paket Barang Penyediaan Bahan Cetakan Cetakan dan
16 enyecian e Cetakan dan Penggandaan 2,000,000 ¥ 2,000,000
Cetakan dan Penggandaan - dan Penggandaan Penggandaan yang
yang disediakan S
disediakan
- Fasilitasi Kunjungan DP3A Jumlah Laporan Jumlah Laporan 12 laporan 1,000,000
Tamu Fasilitasi Kunjungan 12 laporan 1,000,000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu DP3A Fasilitasi Kunjungan
Tamu Tamu
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Penyelenggaraan Rapat DP3A Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab,Ende Jumlah Laporan
18 | Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat 35 laporan 20,000,000 | Koordinasi dan Konsultasi Semua Penyelenggaraan Rapat | 35 laporan 20,000,000
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD kecamatan, Koordinasi dan
SKPD kelurahan | Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35,000,000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35,000,000
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Jumlah Unit
19 | Dinas Operasional atau DP3A Dinas Operasional atau 1 unit 20,000,000 P.engadaan Kendaraan DP3A Kendaraan Dinas 1 Unit 20,000,000
Lapangan Lapangan yang Dinas Operasional atau Operasional atau
Disediakan Lapangan Lapangan yang
Disediakan
20 | Pengadaan Mebel DP3A Jumlah Paket Mebel 5 Unit 5,000,000 | Pengadaan Mebel DP3A Jumlah Paket Mebel 5 Unit 5,000,000
yang Disediakan yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan Jumlah Unit
21 | Pengadaan _ DP3A dan Mesin Lainnya 6 Unit 10,000,000 Pensada_an Peralatan DP3A Peralatan dan Mesin 6 Unit A0 BO000
Pe.ralatan dan Mesin yang Disediakan dan Mesin Lainnya Lainnya yang e
Lainnya Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25,000,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25,000,000
22 ::nyeduafn Jasa Surat Jumlah Laporan ::nyedia:n IsgaSurat Jumlah Laporan 12 Laporan 3,000,000
Ehydra DP3A Penyediaan Jasa 12 Laporan 3,000,000 enyura DP3A Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Surat Menyurat
23 ” Jumlah Laporan . i Jumlah Laporan 12 Laporan
ienye _':a'? J:sa b DP3A Penyediaan Jasa Kenve .|:ar.| Jsasa ber D DP3A Penyediaan Jasa
omunikasi, sumber Komunikasi, Sumber 12 Laporan 21,442,000 Smuilixast, JUMBerbays Komunikasi, Sumber 21,442,000

Daya Air dan Listrik

Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

Air dan Listrik

Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
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Jumlah Laporan

Jumlah Laporan

DP3A Penyediaan Jasa 1 Laporan 558,000 DP3A Penyediaan Jasa 1 Laporan
24 | penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor Penyediaan Jasa Pelayanan umum 558,000
Pelayanan umum kantor Kantor yang Disediakan Pelayanan umum kantor kantor Kantor yang '
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44,529,500 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44,529,500
25 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Eeme:!:araan, g'évz DP3A perorangan Dinas atau seme:!:araan, E'a,yz d DP3A perorangan Dinas 12 Unit
emeliharaan, aja, kendaraan Dinas 12 Unit 10,000,000 | - emelinaraan, Fajak, dan atau kendaraan 10,000,000
dan Perizinan Kendaraan . Perizinan Kendaraan R
. ) jabatan yang . A Dinas jabatan yang
Dinas Operasional atau o Dinas Operasional atau o
Dipelihara dan Dipelihara dan
Lapangan h ) Lapangan - .
dibayarkan pajaknya dibayarkan pajaknya
Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Sarana dan 1 Unit
si Sarana dan Prasarana DP3A Prasarana Gedung Kantor i Sarana dan Prasarana DP3A Prasarana Gedung
26 5 . 34,529,500
Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya 1 Unit 34,529,500 | Gedung Kantor atau Kantor atau bangunan
Bangunan Lainnya yang dipelihara Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara
/Direhabilitasi /Direhabilitasi
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
95,000,000 95,000,000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
40,000,000 40,000,000
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
27 | Koordinasi dan Desa dan Jumlah dokumen hasil 1 dokumen 10,000,000 | Koordinasi dan Desa dan Jumlah dokumen 1 dokumen 10,000,000
sinkronisasi Kecamatan |\ ;5 dinasi dan sifikronizes Kecamatan | il koordinasi dan
perumusan e L sinkronisasi Pelaksanaan PUG aihan) Ence sinkronisasi
kebijakan pelaksanaan Kewenangan pelaksanaan
Pelaksanaan PUG Pengarusutamaan Kabupaten/ Kota Pengarusutamaan
Kewenangan Gender (PUG) Gender (PUG)
Kabupaten/ Kota Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/kota Kabupaten/kota
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28

Advokasi Kebij:akan Desa dan Jumlah SDM yang 1 orang 10,000,000 | Advokasi Kebij:akan Desa dan | Jumlah SOM yang 1 orang 10,000,000
dan pendampingan chamatan memperoleh Advokasi dan pendampingan Kecamatan di memperoleh
Penyelenggaraan dyKah, Ende kebijakan dan Penyelenggaraan Kab, Ende Advokasi kebijakan
PUG kewenangan pendampingan PUG kewenangan dan pendampingan
Kabupaten/kota Penyelenggaraan PUG Kabupaten/kota Penyelenggaraan
PUG
29 | Sosialisasi Desa dan Jumlah Peserta Sosialisasi 35 Orang 20,000,000 | Sosialisasi Kebijakan Desa dan Jumlah Peserta Sosialisasi| 35 Orang 20,000,000
Kebijakan Kecamatan | kebijakan penyelenggaraan Penyelenggaraan Kecamatan di | kebijakan
Penyelenggaraan di Kab, Ende | PUG tingkat kab/kota PUG kewenangan Kab, Ende penyelenggaraan PUG
PUG kewenangan Kabupaten/kota tingkat kab/kota
Kabupaten/kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada 55,000,000 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada 55,000,000
organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota
30 | Sosialisasi Peningkatan Desa dan Jumlah dokumen hasil 35 dokumen 40,000,000 | Sosialisasi Peningkatan Desa dan Jumlah dokumen hasil 35 40,000,000
Partisipasi perempuan Kecamatan | Peningkatan Partisipasi Partisipasi perempuan Kecamatan Peningkatan Partisipasi dokumen
bidang Politik, Hukum, di Kab.Ende | perempuan bidang bidang Politik, Hukum, di Kab, Ende | perempuan bidang
Sosial dan ekonomi Politik, Hukum, Sosial dan Sosial dan ekonomi Politik, Hukum, Sosial
ekonomi dan ekonomi
31 | Advokasi Kebijakan dan | Desadan Jumlah Organisasi 6 organisasi 15,000,000 | Advokasi kebijakan dan Desa dan Jumlah Organisasi 6 15,000,000
Pendampingan Kecamatan | Masyarakat yang pendampingan Kecamatan | Masyarakat yang Organisasi
Peningkatan Partisipasi di Kab, Ende | mendapat Advokasi dan Peningkatan Partisipasi di Kab, mendapat Advokasi dan
Perempuan dan Politik, pendampingan kebijakan perempuan dan Politik, Ende pendampingan
Hukum, Sosial dan peningkatan partisipasi Hukum,Sosial dan kebijakan peningkatan
Ekonomi perempuan dibidang, Ekonomi partisipasi perempuan
Hukum sosial dan dibidang , Hukum sosial
ekonomi kewenangan dan ekonomi
kabupaten/kota kewenangan
kabupaten/kota
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PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100,000,000 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100,000,000
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 80,000,000 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 80,000,000
32 | Koordinasi dan Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 9 Dokumen 25,000,000 | Koordinasi dan Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 9 Dokumen 25,000,000
Sinkronisasi Pelaksanaan | Kecamatan | Koordinasidan Sinkronisasi Pelaksanaan Kecamatan | Koordinasi dan
Kebijakan, Program dan | di Kab.Ende | Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan di Kab, Sinkronisasi
Kegiatan Pencegahan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Ende Pelaksanaan
Kekerasan Terhadap Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Kebijakan, Program dan
Perempuan Lingkup Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kegiatan Pencegahan
Daerah Kabupaten/Kota Perempuan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
33 | Advokasi Kebijakan dan Desa dan Jumlah Perangkat 10 Perangkat 25,000,000 | Advokasi Kebijakan dan Desa dan Jumlah Perangkat 10 25,000,000
Pendampingan Layanan | Kecamatan | Daerah yang Mendapat Daerah Pendampingan Layanan Kecamatan | Daerah yang Mendapat Perangkat
Perlindungan di Kab.Ende | Advokasidan Perlindungan Perempuan di Kab, Advokasi dan Daerah
Perempuan Pendampingan Layanan Kewenangan Ende Pendampingan Layanan
Kewenangan Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota Perlindungan Perempuan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang 50,000,000 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang 50,000,000
Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
34 | Penyediaan Layanan Desa dan Jumlah Perempuan 21 Orang 25,000,000 | Penyediaan Layanan Desa dan Jumlah Perempuan 21 Orang 25,000,000
Pengaduan Masyarakat | Kecamatan | Korban Kekerasan Pengaduan Masyarakat Kecamatan | Korban Kekerasan
bagi Perempuan Korban | diKab. Ende | Tingkat Kabupaten/Kota bagi Perempuan Korban di Kab, Tingkat
Kekerasan Kewenangan yang Mendapatkan Kekerasan Kewenangan Ende Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan
Layanan Pengaduan
35 | Koordinasi dan Desa dan Jumlah Layanan Tindak 21 Layanan 25,000,000 | Koordinasi dan Desa dan Jumlah Layanan Tindak | 21 Layanan 25,000,000
Sinkronisasi Pelaksanaan | Kecamatan | Lanjut Pengaduan yang Sinkronisasi Pelaksanaan Kecamatan | Lanjut Pengaduan yang
Penyediaan Layanan di Kab.Ende | Memerlukan Koordinasi Penyediaan Layanan di Kab, Memerlukan Koordinasi
Rujukan Lanjutan bagi dan Sinkronisasi bagi Rujukan Lanjutan bagi Ende dan Sinkronisasi bagi
Perempuan Korban Perempuan Korban Perempuan Korban Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kekerasan Kewenangan Kekerasan Kewenangan Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 50,000,000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 50,000,000
Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
36 | Advokasi Kebijakan dan Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 10,000,000 | Advokasi Kebijakan dan Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 10,000,000
Pendampingan Kecamatan | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kecamatan Advokasi Kebijakan dan
Penyediaan Sarana di Kab. Ende | Pendampingan Penyediaan Sarana di Kab, Ende | Pendampingan
Prasarana Layanan bagi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Penyediaan Sarana
Perempuan Korban Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Prasarana Layanan bagi
Kekerasan Kewenangan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Perempuan Korban
Kabupaten/Kota Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
37 | Penyediaan Kebutuhan Desa dan umlah Perempuan 1 Orang 25,000,000 | Penyediaan Kebutuhan Desa dan Jumlah Perempuan 10Orang 25,000,000
Spesifik bagi Perempuan | Kecamatan | dalam Situasi Darurat Spesifik bagi Perempuan Kecamatan dalam Situasi Darurat
dalam Situasi Darurat di Kab.Ende | dan Kondisi Khusus dalam Situasi Darurat dan | diKab, Ende | dan Kondisi Khusus
dan Kewenangan Kondisi Khusus Kewenangan
Kondisi Khusus Kabupaten/Kota yang Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Kewenangan Mendapatkan Kabupaten/Kota Mendapatkan
Kabupaten/Kota Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan kebutuhan
Spesifik Spesifik
38 | Penguatan Jejaring antar | Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 9 Dokumen 15,000,000 | Penguatan Jejaring antar Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 9 Dokumen 15,000,000
Lembaga Penyedia Kecamatan | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Kecamatan Penguatan Jejaring
Layanan Perlindungan di Kab. Ende| Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan di Kab, Ende | Antar Lembaga
Perempuan Kewenangan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Penyedia
Kabupaten/Kota Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan perlindungan
Kabupaten/Kota Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN Persentase pemenuhan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Persentase pemenuhan
KUALITAS KELUARGA atas layanan UPTD PPA 95,000,000 | KELUARGA atas layanan UPTD PPA 95,000,000
terhadap Korban terhadap Korban
Kekerasan Kekerasan
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak | 50,000,000 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan 50,000,000
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
39 | Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat 3 Perangkat Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat 3 Perangkat
Pendampingan untuk Desadan | Daerah yang mendapat Daerah Pendampingan untuk Desa dan Daerah yang mendapat | Daerah
Mewujudkan KG dan Kecamatan | Advokasi dan Mewujudkan KG dan Kecamatan | Advokasi dan
Perlindungan Anak di Kab, Pendampingan Keluarga 10,000,000 | perlindungan Anak di Kab, Ende | Pendampingan Keluarga 10,000,000
Kewenangan Ende untuk Mewujudkan Kewenangan untuk Mewujudkan
Kabupaten/Kota Kesetaraan Gender (KG) Kabupaten/Kota Kesetaraan Gender (KG)
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dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
40 | Pengembangan Kegiatan | Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 40,000,000 | Pengembangan Kegiatan Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 40,000,000
Masyarakat untuk Kecamatan | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Kecamatan Pengembangan
Peningkatan Kualitas di Kab, Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas di Kab, Ende | Kegiatan
Keluarga Kewenangan Ende Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Masyarakat untuk
Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas
Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 45,000,000 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 45,000,000
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak
dalam Daerah Kabupaten/Kota Anak yang Wilayah Kerjanya
dalam Daerah Kabupaten/Kota
41 | Advokasi Kebijakan dan Desa dan Jumlah Lembaga 10 Lembaga 10,000,000 Advokasi Kebijakan dan Desa dan Jumlah Lembaga 10 Lembaga | 10,000,000
Pendampingan Kecamatan | Penyedia Layanan Pendampingan Kecamatan Penyedia Layanan
Pengembangan Lembaga | diKab, Peningkatan Kualitas Pengembangan Lembaga | diKab. Ende | Peningkatan Kualitas
Penyedia Layanan Ende Keluarga yang mendapat Penyedia Layanan Keluarga yang
Peningkatan Kualitas Advokasi dan Peningkatan Kualitas mendapat
Keluarga Tingkat Daerah Pendampingan Keluarga Tingkat Daerah Advokasi dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pendampingan
42 | Peningkatan Kapasitas Desa dan Jumlah sumber daya 15 Orang 30,000,000 Peningkatan Kapasitas Desa dan Jumlah sumberdaya 15 Orang 30,000,000
Sumber Daya Lembaga Kecamatan | Lembaga Penyedia Sumber Daya Lembaga Kecamatan Lembaga Penyedia
Penyedia Layanan di Kab, Layanan Peningkatan Penyedia Layanan di Kab, Ende | Layanan Peningkatan
Peningkatan Kualitas Ende Kualitas Keluarga yang Peningkatan Kualitas Kualitas Keluarga yang
Keluarga Tingkat Daerah mendapat Peningkatan Keluarga Tingkat Daerah mendapat Peningkatan
Kabupaten/Kota Kapasitas Keluarga Kabupaten/Kota Kapasitas Keluarga
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
43 | Penguatan lejaring antar | Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 5,000,000 Penguatan Jejaring antar | Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen | 5,000,000
Lembaga Penyedia Kecamatan | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Kecamatan Penguatan Jejaring
Layanan Peningkatan di Kab, Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan di Kab, Ende | Antar
Kualitas Keluarga Tingkat | Ende Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Lembaga Penyedia
Daerah Kabupaten/Kota Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten/Kota Layanan Peningkatan
Kewenangan Kualitas Keluarga
Kabupaten/Kota Kewenangan
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Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
70,000,000 | GENDER DAN ANAK 70,000,000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam 70,000,000 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam 70,000,000
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44 | Penyediaan Data Gender | Desa dan Jumlah Dokumen Data 20,000,000 Penyediaan Data Gender Desa dan Jumlah Dokumen Data 20,000,000
dan Anak di Kecamatan | o der dan Anak 1 Dokumen dan Anak di Kewenangan | Kecamatan | Gender dan Anak 1 Dokumen
Kewenangan di Kab.Ende Kabupaten/Kota di Kab, Ende
Kabupaten/Kota
45 | Penyajian dan Desa dan Jumlah Dokumen 50,000,000 Penyajian dan Jumlah Dokumen 50,000,000
Pemanfaatan Data Kecamatan | Penyajian dan 3 Dokumen Pemanfaatan Data Penyajian dan 3 Dokumen
Gender di Kab.Ende | Pemanfaatan Data Gender Pemanfaatan Data
dan Anak dalam Gender dan Anak dalam dan Anak dalam Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di Kelembagaan Data di Kelembagaan Data di Kelembagaan Data di
Kewenangan Kewenangan Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 70,000,000 70,000,000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
40,000,000 40,000,000
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
46 | Advokasi Kebijakan dan Desa dan Pemerintah, Non ] 3,000,000 | Advokasi Kebijakan dan Desa dan Pemerintah, Non o 30,000,000
Pendampingan Kecamatan | Pemerintah, Media dan 11 Organisasi Pendampingan Kecamatan | Pemerintah, Media dan | 11 Organisasi
Pemenuhan Hak Anak diKab.Ende | Dunia Usaha yang Pemenuhan Hak Anak di Kab, Ende | Dunia Usaha yang
pada Lembaga Mendapat Advokasi pada Lembaga Mendapat Advokasi
Pemerintah, Non Kebijakan dan Pemerintah, Non Kebijakan dan
Pemerintah, Media dan Pendampingan Pemerintah, Media dan Pendampingan
Dunia Usaha Pemenuhan Hak Anak Dunia Usaha Kewenangan Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan pada Organisasi Kabupaten/Kota pada Organisasi
Kabupaten/Kota Pemerintah, Non Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Dunia Usaha
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47 | Koordinasi dan Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 15,000,000 Koordinasi dan Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 15,000,000
Sinkronisasi Kecamatan | Koordinasi dan 1 Dokumen Sinkronisasi Pelembagaan | Kecamatan | Koordinasidan 1 Dokumen
Pelembagaan di Kab. Ende | Sinkronisasi Pemenuhan Hak Anak di Kab, Ende | Sinkronisasi
Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan Kewenangan Pelembagaan
Kewenangan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten/Kota Pemenuhan Hak Anak
Kabupaten/Kota Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 25,000,000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 25,000,000
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
48 | Penyediaan Layanan Desa dan Jumlah Anak yang 10 Orang 5,000,000 Penyediaan Layanan Desa dan Jumlah Anak yang 10 Orang 5,000,000
Peningkatan Kualitas Kecamatan | Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Kecamatan | Mendapatkan Layanan
Hidup Anak Kewenangan | di Kab. Ende | Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan | diKab, Ende | Peningkatan Kualitas
Kabupaten/Kota Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
49 | Koordinasi dan Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 10,000,000 Koordinasi dan Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen | 10,000,000
Sinkronisasi Pelaksanaan | Kecamatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kecamatan | Koordinasi dan
Pendampingan di Kab. Ende | Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan di Kab, Ende | Sinkronisasi Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Hidup Anak Kewenangan Hidup Anak Tingkat Hidup Anak Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
50 | Pengembangan Desa dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 Pengembangan Desa dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen | 10,000,000
Komunikasi, Informasi Kecamatan | Komunikasi Informasi Komunikasi, Informasi Kecamatan | Komunikasi Informasi
dan di Kab. Ende | dan Edukasi (KIE) dan di Kab, Ende | dan Edukasi (KIE)
Edukasi Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak Anak Edukasi Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak Anak
Anak bagi Lembaga bagi Lembaga Penyedia Anak bagi Lembaga bagi Lembaga Penyedia
Penyedia Layanan Layanan Peningkatan Penyedia Layanan Layanan Peningkatan
Peningkatan Kualitas Kualitas Hidup Anak Peningkatan Kualitas Kualitas Hidup Anak
Hidup Anak Tingkat Kewenangan Hidup Anak Tingkat Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 70,000,000 | pproOGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 79,000,000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup 15,000,000 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup 15,000,000
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
51 | Penyusunan Kebijakan Desa dan Jumlah Kebijakan 2 Dokumen Penyusunan Kebijakan Desa dan Jumlah Kebijakan 2 Dokumen
Perlindungan Khusus Kecamatan | Penyusunan Kebijakan 5,000,000 | Perlindungan Khusus Kecamatan di | Penyusunan Kebijakan 5,000,000
Anak di Kab. Ende | Perlindungan Khusus Anak Kab. Ende Perlindungan Khusus
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Kewenangan Anak Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Desa dan 5 Dokumen
Koordinasi dan Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen 10,000,000 s Desa dan Jumlah Dokumen Hasil 10,000,000
52 . . i - Koordinasi dan =
Sinkronisasi Pencegahan | di Kab. Ende | Koordinasi dan ; P Kecamatan | Koordinasi dan
) - Sinkronisasi Pencegahan ; : i s
Kekerasan Terhadap Sinkronisasi Pencegahan di Kab, Ende | Sinkronisasi
Kekerasan Terhadap Anak
Anak Kekerasan Terhadap Pencegahan
Kewenangan
Kewenangan Anak Kewenangan Kabupsten/Kita Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota P Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang 35,000,000 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang 35,000,000
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
53 . Desa dan Jumlah Anak yang Penyediaan Layanan Desa dan Jumlah Anak yang
Penyediaan Layanan "
Kecamatan di Memerlukan Pengaduan Masyarakat Kecamatan | Memerlukan
Pengaduan Masyarakat " : . :
bagl Anak yang Kab. Ende Perlindungan Khusus bagi Anak yang di Kab, Perlindungan Khusus
; Mendapatkan Layanan 10,000,000 | Memerlukan Ende Mendapatkan Layanan 10,000,000
Memerlukan Perlindungan ;
: Pengaduan Perlindungan Pengaduan Kewenangan
Khusus Tingkat Daerah ;
Kabupsten/Kota Kewenangan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
P Kabupaten/Kota 18 Orang Kabupaten/Kota 18 Orang
- Desa dan Jumlah AMPK yang Koordinasi Pelaksanaan Jumlah AMPK yang
Koordinasi Pelaksanaan .
Kecamatandi | mendapatkan Layanan Layanan Anak yang mendapatkan Layanan
Ly AnBK yang Kab. Ende Memerlukan Desa dan
54 | Memerlukan Perlindungan ' 25,000,000 : ™ 25,000,000
Perlindungan Kecamatan
Khusus Kewenangan -
Kabiipatan/Kota Khusus Kewenangan di Kab,
35 Layanan Kabupaten/Kota Ende 35 Layanan
Desa dan Jumlah Dokumen Pengembangan Desa dan Jumlah Dokumen
5 Pengembangan Komunikasi, | Kecamatan di Komunikasi, Informasi Komunikasi, Informasi Kecamatan | Komunikasi, Informasi
= Informasi dan Edukasi Anak | Kab. Ende dan Edukasi (KIE) Anak dan di Kab, dan Edukasi (KIE) Anak
yang Memerlukan yang Memerlukan Edukasi Anak yang Ende yang Memerlukan
s : ,000, 3 15,000,00
Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus 15,000,00% Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Kewenangan Perlindungan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
3 Dokumen Kabupaten/Kota 3 Dokumen
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Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20,000,400 Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20,000,500

Desa dan Desa dan

Kecamatan di Jumlah Kegiatan Kecamatan | Jumlah Kegiatan kerjasama

Kab. Ende kerjasama antar di Kab, antar lembaga Penyedia

lembaga Penyedia Ende Layanan AMPK 15,000,000
56 Layanan AMPK Penguatan Jejaring
Penguatan Jejaring antar antar
Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia 4 Kegiatan
Layanan Anak yang 15,000,000 | Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Memerlukan
Khusus Kewenangan Perlindungan
Kabupaten/Kota Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
4 Kegiatan
57 Desa dan Jumlah KIE Pengembangan Desa dan Jumlah KIE Perlindungan
Pengembangan Komunikasi, | Kecamatandi | Perlindungan Khusus Komunikasi, Informasi Kecamatan | Khusus Anak
Informasi dan Edukasi Anak | Kab. Ende dan di Kab,
yang Memerlukan 5,000,000 Edukasi Anak yang Ende 5,000,000
Perlindungan Khusus Memerlukan
Kewenangan Perlindungan
Kabupaten/Kota Khusus Kewenangan 12
12 Dokumen Kabupaten/Kota Dokumen
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2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya
dilakukan secara fop down akan tetapi juga secara bottom up artinya pihak
pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait
rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang, sehingga dalam
menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2025 tentunya
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende juga
perlu mengakomodir berbagai usulan dari para stakeholders seperti masyarakat
selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende terkait rencana pencapaian
target RPD Kabupaten Ende dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2024-2026.

Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan
permasalahan perempuan dan anak tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende perlu memperhatikan kesesuaiannya
dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende serta
berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan
yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak Kabupaten Ende, hal ini menyebabkan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende mungkin tidak dapat
mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dari masyarakat untuk Tahun 2025.
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BAB Il

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan nasional terkait dengan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak telah sesuai dengan arah Kebijakan Pembangunan
Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN tahun 2014-2019
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Visi “Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong
Royong” misi yang ke-4 yakni Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia
yang tinggi, maju dan sejahtera. Selain itu, kebijakan nasional tentang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga tertuang dalam
Agenda Prioritas Nasional yang dirumuskan menjadi 9 agenda yang disebut
NAWA CITA yaitu pada agenda ke-2 (Membuat pemerintah selalu hadir
dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif, demokratis
dan terpercaya) dengan prioritas agenda meningkatkan peranan dan
keterlibatan perempuan dalam politik dan pembanguan serta agenda ke-4
(memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya) dengan
prioritas agenda melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.

Arah kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan
gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender (PPRG), Untuk itu rumusan kegiatan di dalam RKPD Tahun 2025
agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's
terkait kesetaraan gender.

2. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) berdasarkan pencapaian
SPM.
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3. Analisis gender melalui analisis kesenjangan gender dalam output

kegiatan dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) atau

analisis lainnya.

4. Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran

Gender (PAG).

Kemudian Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2025 ini diarahkan kepada pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup hal-hal

sebagai berikut :

1.

Penyediaan cakupan bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak

korban kekerasan.

. Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan

bagi perempuan dan anak korban kekerasan provinsi yang terintegrasi
dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu
bagi perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten/kota.

. Penyediaan sarana pendukung dengan memperhatikan isu-isu strategis

sebagai berikut :

¢ Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan

¢ Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

e Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak

o Adanya kesenjangan gender terutama di bidang pendidikan,
kesehatan dan ketenagakerjaan, ekonomi dan politik

¢ Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan
anak termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi
masyarakat

e Masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan bias
gender, diskrimininatif terhadap perempuan dan belum peduli anak.

. Pembinaan penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi

perempuan dan anak korban kekerasan daerah kabupaten/kota

diwilayahnya.

. Pelatihan sumber daya manusia penyedia layanan SPM.

6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan

dan pemenuhan hak anak.

. Pembangunan sistem data SPM di daerah.
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8. Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang
layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

9. Membangun kerjasama antar daerah dan stakeholder dalam penerapan
dan pencapaian SPM Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak
korban kekerasan.

10. Monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang layanan terpadu bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten/kota.

3.2.Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Ende

Dengan mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Ende tahun 2025 — 2026, maka perlu ditetapkan
pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun mendatang (tahun
2025).

Adapun tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Ende sesuai Renstra 2025 -2026 adalah sebagai berikut :
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan di atas, maka sasaran akan
dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Ende adalah :

1. Meningkatkan Kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi.
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan.

3. Meningkatnya Pelindungan Perempuan dan perlindungan Anak.

4. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan tujuan dan sasaran di atas, dijabarkan ke dalam tabel
sebagai berikut :
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Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas P3A

1 | Meningkatkan Nilai AKIP Dinas B B B B
. | Kinerja Pemberdayaan
dayaan perencanaan, Perempuan dan
Peremp penganggaran, Perlindungan Anak
uan dan pelaporan dan
Perlindu evaluasi
ngan ]
Anak 2 | Meningkatnya Persentase penurunan 100 % 100 % 100 % 100 %
gz’::::::g:’; an | Kekerasan terhadap
Anak Perempuan dan Anak
> | Meningkatnya 100 % 100 % 100% | 100%
* | Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan
Perempuan Gender
: Belum ada Pratama Madya Madya
Meningkatnya : : P :
4 Pemen?.lh anyHak peringkat (peringkat) | (peringkat) | (peringkat)
© | dan Kategori KLA
Perlindungan
Anak

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende sebagaimana tersebut di
atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2025 ini dijabarkan ke dalam berbagai
program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap
ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Ende pada Tahun 2025.

3.3.Program dan Kegiatan
Untuk Tahun 2025 dan Prakiraan di Tahun 2026 Program dan kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende
dapat dilihat pada tabel 3.3 terlampir :
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Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende

Indikator Kinerja RencanaTahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Urusan/Bidang Target Capaian Klnerjal Catat Target Capaian Kinerja
atan
Kode Urusan/Progra Lokasi Output Kebutuhan
m/ Kegiatan/ Capalan Program| Keluaran Sub Hasil Kaglitan P ——_— Kelsu:bran Hasil  |Paguindikatif  |Sumber [Penting s Taress Dena/Pagu
Sub Kegiatan Kegiatan Kegiatan ¥ Kegiatan| €81tan| (Rp) Dana el o Indikatif(Rp.)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 |08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1,750,529,500 1,928,993,840
2 (08 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,200,529,500 1,320,593,840
2 |08 01 |2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah 26,000,000 28,600,000
Penyelenggara
Penyelenggaraan Indeks Kab.Ende, Dana an
2 jowioy Bonfon  [FEMEOORR  (Ahministeas Hsalah Perencanaan,  |Semus 100 % 4 |100% 5,000,000| '"ansfer Administrasi | 100 % 5,500,000
Dokumen Perkantoran Dokumen Penganggaran |Kecamatan, Dokureen Umum- Perkantoran
Perencanaan Perangkat Daerah |Perencanaan dan Evaluasi emua Dana Perangkat
Perangkat secara efektif dan |Perangkat Kinerja Kelurahan Alokasi Daerahsecara
Daerah efisien selama1l Daerah Perangkat Umum efektif dan
tahun Daerah efisien selama
1 tahun
Penyelenggara
Penyelenggaraan |Jumlah Indeks Kab. Ende, Dana an
2 log lo1 b.o1lo2 Koordinasi Administrasi Dokumen RKA- | Perencanaan, Semua 100 % 1 100 % 5,000,000 Transfer Administrasi | 100 % 5,500,000
dan Perkantoran SKPD dan Penganggaran |Kecamatan, Dokumen Umum- Perkantoran
Penyusunan Perangkat Daerah |Laporan Hasil dan Evaluasi Semua Dana Perangkat
Dokumen secara efektif dan |Koordinasi Kinerja Perangkat| Kelurahan Alokasi Daerahsecara
RKA-SKPD efisien selamal Penyusunan Daerah Umum efektif dan
tahun Dokumen RKA- efisier selama
SKPD 1 tahun
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Penyelenggara

Penyelenggaraan Jurslah Indeks Kab. Ende, Dana an
Koordinasi Administrasi Dokumen Perencanaan Semua Transfer o 2
08 o1 2.01/03 | Perubahan . 100% |1 100 % 5,000,000 Administrasi | 100 % 5,500,000
an Perkantoran AR dan Penganggar.an Kecamatan, Dokumen Umum- Perkantoran
Penyusunan Perangkat Daerah R dan Evaluasi Semua Dana Perangkat
; Laporan Hasil - ) angka
Dokumen secara efektif dan o Kinerja Kelurahan Alokasi Daerah
- Koordinasi erahsecara
Perubahan efisien selamal Perangkat Umum efektif dan
RKA-SKPD tatvun Penyusunan o h
anu Dokumen aera efisien selama
Perubahan 1 tahun
RKA-SKPD
Penyelenggara
Penyelenggaraan |Jumlah Indeks Kab. Ende, Dana ati Adininicteasi
08 |01 [2.01 |04 Koordinasi Administrasi Dokumen DPA- |Perencanaan, Semua 100% |1 100 % 3,000,000 Transfer Perkantoran 100 % 3,300,000
dan Perkantoran SKPD dan Penganggaran Kecamatan, Dokumen Umum- Perangkat
Penyusunan Perangkat Daerah |Laporan Hasil |dan Evaluasi Semua Dana Daerahsecara
DPA-SKPD secara efektif dan |Koordinasi Kinerja Kelurahan Alokasi efektif dan
efisien selamal Penyusunan Perangkat Umum efisien selama
tahun Dokumen DPA- |Daerah 1 tahun
SKPD
Penyelenggara
Penyelenggaraan Jurish Indeks Kab. Ende, Dana an Administrasi
Koordinasi Administrasi Dakumen Perencanaan Semua Transfer >
08 |01 [2.01 |05 d Perubahan . 100% |1 100 % 5,000,000 Perkantoran 100 % 5,500,000
an Perkantoran DPA-SKPD dan Penganggar?n Kecamatan, Dokumen Umum- Perangkat
Penyusunan Perangkat Daerah . dan Evaluasi Semua Dana Daerah
. Laporan Hasil L ) rahsecara
Perubahan secara efektif dan o Kinerja Kelurahan Alokasi efektif dan
DPA- SKPD efisien selama1l Koardinas Perangkat Umum fisi |
—— Penyusunan Dagisk efisien selama
Dokumen 1tahun
Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi Penyelenggaraan |capaianKinerja Kab. Ende, DA Penyelenggara
dan Administrasi dan Ikhtisar Indeks Semua Transfer :’; . .
08 |01 2.01(06  |Penyusunan  |Perkantoran Realisasi Perencanaan, |Kecamatan, [100% |1 100 % 3,000,000 Umum- mipistras! 1 fo0'% 3,300,000
Laporan Perangkat Daerah Kinerja SKPD Penganggaran |Semua Laporan Dana Perkantoran
Capaian secara efektif dan |45, Laporan dan Evaluasi Kelurahan Alokasi I[’)eranikat
Kinerja dan efisien selamal Hasil Koordinasi | Kineria Umum firt?f ;ecara
efektif dan
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Ikhtisar tahun Penyusunan Perangkat efisien selama
Realisasi Laporan Daerah 1 tahun
Kinerja SKPD Capaian Kinerja
dan lkhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Penyelenggaraan Indeks Kab. Ende, Dana Penyelenggar
2 |08 |01 |2.01 |07 Evaluasi Kinerja | Administrasi Jumlah Laporan Perencanaan, Semua 100% |1 100 % 5,000,000| Transfer aan 100 % 5,500,000
Perangkat Perkantoran Evaluasi Kinerja | penganggaran |Kecamatan, Laporan Umum- Administrasi
Daerah Perangkat Daerah |Perangkat dan Evaluasi Dana Perkantoran
secara Daerah Kinerja
2|23 |01 |2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 990,000,000 1,089,000,000
Penyelenggara
Penyelenggaraan Kab. Ende, Dana an
Penyediaan Gaji| Administrasi Jumlah Orang  |Indeks Semua 100 % 20 |100% 988,000,000 Transfer Administrasi 100 % 1,086,800,000
danTunjangan |Perkantoran yangMenerima |Pelayanan Kecamatan, Org/bln Umum- Perkantoran
2 08 01 2.02 01 ([ASN Perangkat Daerah |Gaji dan Administrasi Semua Dana Perangkat
secara efektif dan |Tunjangan ASN |Keuangan Kelurahan Alokasi Daerahsecara
efisien selamal Perangkat Umum efektif dan
tahun Daerah efisien selama
1 tahun
Penyelenggaraa
2 08 01 2.02 03 |Pelaksanaan Penyelenggaraan |Jumlah Kab. Ende, Dana n Administrasi
Penatausahaan | Administrasi Dokumen Indeks Semua 100 % 12 100 % 2,000,000 Transfer Perkantoran 100 % 2,200,000
dan Perkantoran Penatausaha Pelayanan Kecamatan, Dokimen Umum- Perangkat
Pengujian/Veri | Perangkat Daerah |an dan Administrasi Semua Dana Daerahsecara
fikasi Keuangan |secara efektif dan |Pengujian/V Keuangan Kelurahan Alokasi efektif dan
SKPD efisien selamal erifikasi Perangkat Umum efisian:selama
tahun Keuangan Daerah 1. tahun
SKPD
2 08 01 2.03 IAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20,000,000 22,000,000
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Penyelenggaraa
Rekonsiliasi Penyelenggaraan |Jumiah Indeks Kab. Ende, Dana n. Administessi
2 08 01 2.03 o5 [dan Administrasi Laporat?. ' Pelalvfse_anaar! Semua 100% |2 100 % 15,000,000 Transfer Perkantoran  |100 % 16,500,000
Penyusunan Perkantoran Rekonsiliasi Administrasi Kecamatan, Laporan Umum- Perangkat
Laporan Barang | Perangkat Daerah |dan Barang Milik Semua Dana Daerahsecara
Milik Daerah  |secara efektif dan |Penyusunan Daerah pada Kelurahan Alokasi efektif dan
pada SKPD efisien selamal Laporan Perangkat Umum efisien selama
tahun Barang Milik Daerah 1 tahun
Daerah pada
SKPD
Penyelenggara
Penyelenggaraan Indeks Kab. Ende, Dana an
2 08 01 2.03 0p | enatausahaanAdministrasi Jumlah Laporan | Pelaksanaan | Semua 100% |2 Laporan|{100 % 5,000,000| Transfer Administrasi 100 % 5,500,000
Barang Milik Perkantoran Penatausahaan | Administrasi Kecamatan, Umum- Perkantoran
Daerah pada |Perangkat Daerah |Barang Milik Barang Milik Semua Dana Perangkat
SKPD secara efektif dan |Daerah pada Daerah pada Kelurahan Alokasi Daerahsecara
efisien selamal SKPD Perangkat Umum efektif dan
tahun Daerah efisien selama
1 tahun
2 08 01 2.05 IAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 120,000,000 22,000,000
Penyelengga
Penyelenggaraan Indeks Kab. Ende, Dana raan
2 08 01 2.05 01 |reningkatan Administrasi lumlah Unit —|Pelayanan |Semua 100% [1Unit |100% 10,000,000| Transfer Administrasi 100 % 11,000,000
Sarana dan Perkantoran Peningkatan Administrasi Kecamatan, Umum- Perkantoran
Prasarana Disiplin | Perangkat Daerah |Sarana dan Kepegawaian Semua Dana Perangkat
Pegawai secara efektif dan |Prasarana Perangkat Kelurahan Alokasi Daerah
efisien selamal Disiplin Daerah Umum Pp—
tahun Pegawal efektif dan
efisien
selama 1
tahun
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PenyelenggareJ
Penyelenggaraan Indeks Kab. Ende, Dana an
2 08 01 2.05 02 |Monitoring, Administras] Alimlah Peiayanan.  [Semua 100% |12 100% | 10,000,000 |Transfer Administrasi 100 % 11,000,000
Evaluasi, dan . Perkantoran Doku'me'n Administrasi Kecamatan, Bokumen Umum- Perkantoran
Penilaian Kinerja |Perangkat Daerah [Monitoring, Kepegawaian Semua Dana Perangkat
Pegawai secara efektif dan | Evaluasi, dan Perangkat Kelurahan Alokasi Daerahsecara
efisien selama Penilaian Daerah Umum efektif dan
tahun Kinerja Pegawai efisien selama
1 tahun
2 08 01 2.06 \IAdministrasi Umum Perangkat Daerah 140,000,000 44,000,000
Penyelengga
Penyediaan Penyelenggaraan |Jumlah Paket Kab. Ende, Dana raan
2 08 01 2.06 01 [Komponen Administrasi Komponen Indeks Semua 100% |5Paket |100% 2,00,000| Transfer Administrasi {100 % 2,200,000
Instalasi Perkantoran Instalasi Pelayanan Kecamatan, Umum- Perkantoran
Listrik/Penerang |Perangkat Daerah |Listrik/Peneran |Administrasi Semua Dana Perangkat
an Bangunan secara efektif dan |gan Bangunan |Umum Kelurahan Alokasi Daerah
Kantor efisien selama1l Kantor yang Perangkat Umum secara
tahun Disediakan Daerah efektif dan
efisien
selama 1
tahun
Penyelenggara
Penyelenggaraan Kab. Ende, Dana an
2 08 01 2.06 02 |"envediaan Administrasi jumiahiPakey. (|lodeks Semua 100% |5Paket [1009% 5,000,000/ Transfer Administrasi |100 % 5,500,000
Peralatan dan Perkantoran Peralatandan |Pelayanan Kecamatan, Umum- Perkantoran
Perlengkapan Perangkat Daerah |Perlengkapan | Administrasi Semua Dana Perangkat
Kantor secara efektif dan |Kantoryang Umum Kelurahan Alokasi Daerahsecara
efisien selamal Disediakan Perangkat Umum efektif dan
tahun Daerah efisien selama
1 tahun
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Penyelengga
Penyelenggaraan Kab. Ende, Dana raan
2 08 01 2.06 04 Penyediaan Bahan| Administrasi Jumlah Paket Indeks Semua 100% |20 Paket 100 % 10,000,000 Transfer Administrasi  |100 % 11,000,000
LogistikKantor Perkantoran Bahan Pelayanan Kecamatan, Umum- Perkantoran
Perangkat Daerah |Logistik Administrasi Semua Dana Perangkat
secara efektif dan |Kantor yang Umum Kelurahan Alokasi Daerah
efisien selamal Disediakan Perangkat Umum secara
tahun Daerah efektif dan
efisien
selama 1
tahun
Penyelengga
Penyelenggaraan [Jumlah Paket Kab. Ende, Dana raan
2 08 01 206 05 | enyediaan Administrasi Barang Indeks Semua 100% |10 Paket |100 % 2,000,000/ Transfer Administrasi {100 % 2,200,000
Barang Perkantoran Cetakan dan Pelayanan Kecamatan, Umum- Perkantoran
Cetakan dan Perangkat Daerah |Penggandaan |Administrasi Semua Dana Perangkat
Penggandaan secara efektif dan |yang Umum Kelurahan Alokasi Daerah
efisien selamal | Disediakan Perangkat Umum secara
tahun Daerah efektif dan
efisien
selama 1
tahun
Penyelengga
Penyelenggaraan Kab. Ende, Dana raan
2 08 01 2.06 08 [Fasilitasi Administrasi “epnigh Laporany) tndeks S80I 100% |12 100 % 1,000,000 T"ansfer Adfidistras | 100% 1,100.000
Kunjungan Tamu |Perkantoran Fasilitasi Pela\{a.nan ) Kecamatan, Laporan Umum- Perkantoran
Perangkat Daerah |Kunjungan Administrasi Semua Dana Perangkat
secara efektif dan [Tamu Umum Kelurahan Alokasi Daerah
efisien selama1 Perangkat Umum secara
tahun Daerah efektif dan
efisien
selama 1
tahun
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Penyelenggar
Penyelenggaraan |Jumlah Kah. Ende, Dana aan
2 08 01 2.06 09 | cnYelenggaraan |Administrasi Laporan ks RO 100% |35 100 % 20,000,000 Transfer Administrasi 100 % 22,000,000
Rapat Koordinasi |Perkantoran Penyelenggara |Pelayanan Kecamatan, Laporan Umum- Perkantoran
dan Konsultasi Perangkat Daerah |an Rapat Administrasi Semua Dana Perangkat
SKPD secara efektif dan |Koordinasi dan |Umum Kelurahan Alokasi Daerahsecara
efisien selamal  |Konsultasi Perangkat Umum efektif dan
tahun SKPD Daerah efisien
selama 1
tahun
2 08 01 2.07 IPengat:laan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35,000,000 38,500,000
Penyelenggar
Penyelenggaraan |Jumlah Unit Kab. Ende, Dana aan
2 08 01 2.07 02 |engadaan Admintstras Kendarsan Latipe SEmu 100% [1Unit [100% 20,000,000| Transfer Administrasi 100 % 22,000,000
Kendaraan Dinas |Perkantoran Dinas Pengadaan Kecamatan, Umum- Perkantoran
Operasional atau |Perangkat Daerah |Operasional Barang Milik Semua Dana Perangkat
Lapangan secara efektif dan |ataulapangan |Daerah pada Kelurahan Alokasi Daerahsecara
efisien selamal  |yang Perangkat Umum efektif dan
tahun Disediakan Daerah efisien
selama 1
tahun
Penyelenggar
Penyelenggaraan Kab. Ende, Dana aan
2 08 01 2.07 05 |Pengadaan Mebel |AdMinistrasi dumlah e Samua 100% [SuUnit [100% 5,000,000/ Transfer Administrasi |100 % 5,500,000
Perkantoran Paket Mebel Pengadaan Kecamatan, Umum- Perkantoran
Perangkat Daerah |yang Barang Milik Semua Dana Perangkat
secara efektif dan |Disediakan Daerah pada Kelurahan Alokasi Daerahsecara
efisien selama 1 Perangkat Umum efektif dan
tahun Daerah efisien
selama 1
tahun
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Penyelenggar
Penyelenggaraan Kab. Ende, Dana aan
2 08 01 207 06 | cngadaan Administras) fmlah Uk indeks Semua 100% [6Unit [100% 10,000,000| Transfer Administrasi 100 % 11,000,000
Peralatan dan Perkantoran Peralatandan |Pengadaan Kecamatan, Umum- Perkantoran
Mesin Lainnya Perangkat Daerah |Mesin Lainnya |Barang Milik Semua Dana Perangkat
secara efektif dan |yangDisediakan | Daerah pada Kelurahan Alokasi Daerahsecara
efisien selama1 Perangkat Umum efektif dan
tahun Daerah efisien selama
1 tahun
2 08 01 2.08 F’enyed’naan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25,000,000 27,442,000
Penyelengga
Penyelenggaraan Kab. Ende, Dana raan
2 08 01 2.08 01 |Penvediaan Adjnistrss] JL“""ah 'P"de"s e Semua 100% |12 100 % 3,000,000| Transfer Administrasi [100% | 3,300,000
Jasa Surat Perkantoran aporan enyediaan Kecamatan, Laporan Umum- Perkantoran
Menyurat Perangkat Daerah |Penyediaan JasaPenunjang |Semua Dana Perangkat
secara efektif dan |Jasa Surat Urusan Kelurahan Alokasi Daerah
efisien selamal Menyurat Pemerintahan Umum secara
tahun Daerah efektif dan
efisien
selama 1
tahun
Penyelenggaral
Penyelenggaraan |Jumlah Laporan Kab. Ende, Dana an
2 08 01 208 50 [FEMSdEEniEs: |Administal Renyediasn L“dEks i SEmia 100% |12 100 % 21,442,000 Transfer Administrasi 100 % 23,580,200
Komunikasi, ' Perkantoran Jasa enye |aar'1 Kecamatan, Laporan Umum- Perkantoran
Sumber DayaAir |Perangkat Daerah |Komunikasi, JasaPenunjang |Semua Dana Perangkat
dan Listrik secara efektif dan |[Sumber Daya |Urusan Kelurahan Alokasi Daerahsecara
efisien selamal  |Air dan Listrik | Pemerintahan Umum efektif dan
tahun yangDisediakan |Daerah efisiers selama
1 tahun
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Penyelenggar
Penyelenggaraan |Jumlah Laporan Kab. Ende, Dana aan
2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa | Administrasi Penyediaan Indeks ' Semua 100% |1 100 % 558,000 Transfer Administrasi 100 % 555,800
Pelayanan Perkantoran Jasa Pelayanan Penvedlaar.u Kecamatan, Laporan Umum- Perkantoran
Umum Kantor Perangkat Daerah |Umum Kantor |JasaPenunjang |Semua Dana Perangkat
secara efektif dan |yang Urusar:. Kelurahan Alokasi Daerahsecara
efisien selamal Disediakan Pemerintahan Umum efektif dan
tahun Daerah efisien
selama 1
tahun
7 08 01 2.00 |Pemeliharaan Barang Mililk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44,529,500 49,051,840
: Penyelenggar
Penyediaan [as3 Penyelenggaraan Jimigh ) Kab. Ende, Dana aan
Pemeliharaan, AHGTATEEFaS] Kendaraan Dinas | ..\ o S Transf o )
2 08 01 2.09 02|gjaya lasabes Operasional atau _ i 100% |12 Unit [100% | 10,000,000 '"3"s'er Administrasi 100 % 11,000,000
‘ PoriGtaraT Pemeliharaan | Kecamatan, Umum- Perkantoran
Pemeliharaan, Lapangan yang i
. Perangkat Daerah | Barang Milik Semua Dana Perangkat
Pajak dan . Dipelihara dan y g
- secara efektif dan | ) Daerah pada Kelurahan Alokasi Daerahsecara
Perizinan dibayarkan Pajak
) efisien selama 1 - Perangkat Umum efektif dan
Kendaraan Dinas vahitin dan Perizinannya Daerah o
Operasional atau efisien selama
Lapangan 1 tahun
Penyelengga
Penyelenggaraan |Jumlah Gedung Kab. Ende, Dana raan
2 08 01 2.09 09 Perr.u?luh:.araan/Re Administrasi Kantor dan Indeks' Semua 100% |1 Unit 100 % 34,529,500 Transfer Administrasi 100 % 38,051,840
habilitasiGedung |Perkantoran Bangunan Pemeliharaan Kecamatan, Umum- Perkantoran
Kantor dan Perangkat Daerah |Lainnya yang Barang Milik Semua Dana Perangkat
Bangunan Lain secara efektif dan |Dipelihara/Direh |Daerah pada Kelurahan Alokasi Dierah
Nya efisien selamal  |abilitasi Perangkat Umum secara
tahun Daerah efektif dan
efisien
selama 1
tahun
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2 08 02 IPROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 95,000,000 108,900,000
2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 40,000,000 44,000,000
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi | Persentase :a:;' Ende, [T)anaf Partisipasi
2 08 02 2.01 O1fSinkronisasi Partisipasi dan Sinkronisasi | Pelaksanaan emua 100% |1 100% | 10,000,000| '""STEr Angkatan  |100% 11,000,000
: Kecamatan, Umum- i
perumusan AngkatanKerja perumusan Kelembagaan Dokumen Kerja
a5 : Semua Dana
kebijakan Perempuan kebijakan yang terlibat Perempuan
: Kelurahan Alokasi
PelaksanaanPUG Pelaksanaan aktif dalam A~
Kewenangan Pengarustamaan |PUG
Kabupaten/Kota Gender (PUG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah SDM
yang memperoleh
IAdvokasi Advokasi kebijakan Kab. Ende, 1 orang Dana
j Partisipasi . t i i
08 02 2.01 o6 PUakan dan Past  |dan pendampingan| Persentase semua 100 % 100% | 10,000,000 T2"Sfer Partisipast 1100 % 11,000,000
pendampingan AngkatanKerja penyelenggaraan Advokasi Kecamatan, Umum- Angkatan
penyelenggara Perempuan PUG Kewenangan kebijakan dan Semua Dana Kerja
n PUG Kabupaten/Kota pendampingan Kelurahan Alokasi Perempuan
Kewenangan penyelenggaraa Umum
kabupaten/kot n PUG
Kewenangan
kabupaten/kota
2 08 02 2.01 08 505".*_‘"539‘ Jumlah Dokumen |Persentase
kebijakan o Hasil Sosialisasi | pelaksanaan Kab. Ende, Dana S
perysienggaraan |Partisipasl | |Kebijakan Sosialisasi Semua 100% [350rang|100% | 20,000,000|TraNsfer PRrlipesl | ypg0p 22,000,000
U ewen:ngan AngkatanKerja penyelenggaraan | kebijakan Kecamatan, Umums= Angiatan
kabupaten/kota | Perempuan PUG Kewenangan |penyelenggaraan |Semua Dana Kerja
Kabupaten/Kota |PUG Kewenangan | Kelurahan Alokasi Perempuan
kabupaten/kota Umum
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2 08 02 2.02 l:emberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan (55,000,000 l64,900.000
abupaten/Kota
2 08 02 2.02 01 Jumlah Dokumen |Persentase
Sosialisasi Hasil Sosialisasi | pelaksanaan Kab. Ende, Dana
Peningkatan Partisipasi Peningkatan Pemberdayaan |Semua 100% |35 100% | 40,000,000| Transfer Partisipasi
Partisipasi Angkatan Kerja Partisipasi Perempuan Kecamatan, Dokumen Umum- Angkatan
Perempuan di Perempuan Perempuan di Bidang Politik, |Semua Dana Kerja
Bidang Politik, Bidang Politik, Hukum, Sosial Kelurahan Alokasi Perempuan
Hukum, Sosial Hukum, Sosial dan|dan Ekonomi Umum
dan Ekonomi Ekonomi pada Organisasi
Kewenangan Kemasyarakatan
Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi | Persentase
Advokasi ) . masyarakat yang |pelaksanaan Kab. Ende, Dana o
2 08 02 2.02 o[Kebijakandan |Partisipasi mendapat Advokasi Semua 100% |6 100% | 15,000,000| Transfer Partisipasi |40 o 16,500,000
pendampingan AngkatanKerja Advokasi Kebijakan dan Kecamatan, Organisasi Umum- Angkatan
peningkatan Perempuan Kebijakan dan pendampingan |Semua Dana Kerja
Partisipasi pendampingan peningkatan Kelurahan Alokasi Perempuan
Perempuan dan peningkatan Partisipasi Umum
politik, Hukum, Partisipasi Perempuan dan
sosial dan Perempuan dan | politik, Hukum,
ekonomi politik, Hukum,  |sosial dan
Kewenangan sosial dan ekonomi
Kabupaten/Kota ekonomi Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 150,000,000 165,000,000
2 08 03 2.01 [Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 50,000,000 55,000,000
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
A . Hasil Koordinasi | Persentase Kab. Dana
Sinkronisasi
dan Sinkronisasi | Pencegahan Ende,Semua Transfer
2 08 03 2.01 01 Ez::z‘::::a” Ratio KDRT pelaksanaan | Kekerasan Kecamatan, |100% |9 100% | 25,000,000|Umum- Ratio KDRT  |100 % 27,500,000
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Program dan Kebijakan, terhadap anak |Semua Dokumen Dana
Kegiatan Program dan yang melibatkan |Kelurahan Alokasi
Pencegahan Kegiatan para pihak Umum
Kekerasan Pencegahan lingkup daerah
Terhadap Kekerasan kabupaten/kota
Perempuan Terhadap
Lingkup Daerah Perempuan
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
) Jumlah Perangkat
2 08 03 2.01 02 Adv?kasa Daerah yang Persentase Kab. Ende, Dana
Kebijakan dan | p,tio kDRT Mendapat peacegahan: | Semua 100% |%° 100% | 25,000,000| ransfer Ratio KDRT  |100 % 27,500,000
Pendampingan Advokasi dan Kekerasan Kecamatan, Perangkat] Umum-
Layanan Pendampingan terhadap anak |Semua Daerah Dana
Perlindungan Layanan yang melibatkan |Kelurahan Alokasi
Perempuan Perlindungan para pihak Umum
Kewenangan Perempuan lingkup daerah
Kabupaten/Kota Kewenangan kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi 50,000,000 55,000,000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Persentase
Penyediaan Jumlah pelaksanaan Kab. Ende, Dana
Layanan Perempuan layanan rujukan Semua Transfer
2 08 03 2.02 0l|pengaduan Ratio KDRT Korban lanjutan bagi Kecamatan, 100% (21 Orang|100 % 25,000,000 Umum- Ratio KDRT 100 % 27,500,000
Masyarakat bagi Kekerasan perempuan Semua Dana
Perempuan Tingkat karban Kelurahan Alokasi
Korban Kabupaten/Kota |yekerasan yang Umum
Kekerasan yang memerlukan
Kewenangan Mendapatkan koordinasi
Kabupaten/Kota Layanan layanan rujukan
Pengaduan kewenangan
kabupaten
/Kota
Renja Dinas P3A 2025 Page | 54




Koordinasi dan Jumlah Layanan |Persentase sh. Ende fana
Sinkronisasi Tindak Lanjut pelaksanaan ) ¢
Pelaksanaan Pengaduan yang |'@vanan rujukan Semua Transhec
2 08 03 2.02 02 Ratio KDRT yang : ; Kecamatan 100% |21 100 % 25,000,000({ Umum- Ratio KDRT 100 % 27,500,000
Penyediaan Memerlukan lanjutanbagi ? L
ayanan
Layanan Rujukan Koordinasidan perempuan iee:::':han ¥ 2E:>nkaasi
Lanjutan bagi Sinkronisasi bagi | orban Uit
Perempuan Perempuan kekerasan yang
Korban Korban Kekerasan meme:rluk.an
Kekerasan Kewenangan koordmas:l
Kewenangan Kabupaten/Kota |l@yanan rujukan
Kabupaten/Kota kewenangan
kabupaten
/Kota
2 08 03 2.03 |Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |50,000,000 55,000,000
Advokasi Jum-lah D°k““"'e" Persentase Kb, Eride Dana
Kebijakan dan Hasil Advokasi terlaksananya ’ ’
Pendampingan ; Kebijakan dan Penguatan dan RemIA Teansfer
2 08 03 203 01 . Ratio KDRT Pendampligan Kecamatan, 100 % 4 100 % 10,000,000| Umum- Ratio KDRT 100 % 11,000,000
Penyediaan ping pengembangan Dokumen
Penyediaan Semua Dana
Sarang letmbaga Kelurahan Alokasi
Prasarana Sarana Prasa.rana penyedia Umum
Layanan bagi Layanan bagi layanan
Perempuan Perempuan perlindungan
Korban Korban Kekerasan perempuan
Kekerasan Kewenangan tingkat daerah
Kewenangan Kabupaten/Kota |y ppaten/kota
Kabupaten/Kota
Jumlah
Penyediaan Perempuan Persentase Kab. Ende, Dana
terlaksananya
Kebutuhan dalam Situasi p tarid Semua Transfer
2 08 03 2.03 03spesifik bagi Ratio KDRT Daruratdan engua Z" 3" |Kecamatan, |100% |10Orang |100% | 25,000,000{Umum- Ratio KDRT ~ |100 % 27,500,000
pengembangan
Perempuan Kondisi Khusus lemibaga Semua Dana
dalam Situasi Kewenangan genyedis Kelurahan Alokasi
Darurat dan Kabupaten/Kota ||ayanan Umum
Kondisi Khusus yang )
Kewenangan perlindungan
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Kabupaten/Kota Mendapatkan perempuan
Pemenuhan tingkat daerah
Kebutuhan kabupaten/kota
Spesifik
Penguatan Jumlah Dokumen | Persentase
2 08 03 2.03 O4l|lejaring antar Hasil Penguatan terlaksananya Kecamatan, 100% (9 100 % 15,000,000( Dana 16,500,000
Lembaga Jejaring Antar Penguatan dan |Semua Dokumen Transfer '
Penyedia Lembaga Penyedia pengembangan Kelurahan Umum- Ratio KDRT 100 %
Layanan Layanan lembaga Dana
Perlindungan Perlindungan penyedia Alokasi
Perempuan Perempuan layanan Umum
Kewenangan Kewenangan perlindungan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota perempuan
tingkat daerah
kabupaten/kota
2 08 04 PRORAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 95,000,000 104,500,000
2 08 04 2.01 IPeningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah 50,000,000 55,000,000
[Kabupaten/Kota
Jumlah
Advokasi Perangkat
Kebijakan dan Persentase Daerah yang Persentase Kab. Ende, Dana Persentase
2 08 04 2.01 Ol|pendampingan pemenuhanatas mendapat Peningkatan Semua 100% |3 100 % | 10,000,000|Transfer pemenuhan |100 % 11,000,000
untuk layanan UPTD Advokasidan Kualitas Kecamatan, Perangkat Umum- atas layanan
Mewujudkan KG PPAterhadap Pendampingan Keluarga dalam |Semua Daerah Dana UPTD PPA
dan Perlindungan |Korban Keluarga untuk mewujudkan Kelurahan Alokasi terhadap
Anak Kekerasan Mewujudkan Kesetaraan Umum Korban
Kewenangan Kesetaraan Gender dan hak Kekerasan
Kabupaten/Kota Gender (KG) dan anak
Perlindungan
Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
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Pengembangan Jumlah Dokumen Kab. Ende, Dana Persentase
Kegiatan Persentase Hasil persentase Semua Transfer pemenuhan
2 08 04 201 03['¢8 pemenuhanatas |pengembangan |Peningkatan 100% |3 100 % | 40,000,000 100 % 44,000,000
Masyarakat untuk g 8 ’ Kecamatan, dok Umum- atas layanan
i layanan UPTD Kegiatan Kualitas okumen
Peningkatan APhterhadap g Keluarga dalam Semua Dana UPTD PPA
Kualitas Keluarga Masyarakat : Kelurahan Alokasi terhadap
Korban untuk mewujudkan
Kewenangan Kekerasan ; Kesetaraan HUmum Karban
Kabupaten/Kota Peningkatan der dan hak Kekerasan
Kualitas Keluarga | G&nder dan ha
Kewenangan anak
Kabupaten/Kota
2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan (45,000,000 49,500,000
IHak Anak yang Wilayah Kerjanya
Advokasi Persentase
Jumlah Lembaga
Kebijakan dan Persentase - Penguatan dan Kab. Ende, Dana Persentase
2 08 04 2.02 01fPendampingan |Pemenuhanatas |, Lo, Pengembagan  [Semua 100 % 10 |100% | 10,000,000| Transfer pemenuhan |15 0 11,000,000
Pengembangan |layanan UPTD Kifalitat Keluares Lembaga Kecamatan, Lembaga Umum- atas layanan
Lembaga PPAterhadap A et Penyedia Semua Dana UPTD PPA
Penyedia Korban :\dvikasi da: Layanan Kelurahan Alokasi terhadap
Layanan Kekerasan Pendampingan Peningkatan Umum Korban
Peningkatan Kualitas Keluarga Kekerasan
Kualitas Keluarga dalam
Tingkat Daerah mewujudkan KG
Kabupaten/Kota dan hakanak
Jumlah
Peningkatan sumberdavya Persentase Kab. Ende, Dana Persentase
5 Y Penguatan dan
Kapasitas Persentase Lembaga Penyedia | p b Semua Transfer pemenuhan
2 08 04 2.02 02lsumber Daya  |pemenuhanatas | oo engembagan | . matan, |100% [15Orang|100% | 30,000,000|Umum- atas layanan (100 % 33,000,000
Yy Lembaga
Lembaga layanan UPTD Peningkatan bt Semua Dana UPTD PPA
Penyedia PPAterhadap Kualitas Keluarga ||, :n i Kelurahan Alokasi terhadap
Layanan Korban yang mendapat Pev 'nakatan Umum Korban
Peningkatan Kekerasan Peningkatan Kuz;itis Kekarasar
Kualitas Kapasitas Keluarga
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Keluarga Kewenangan Keluarga dalam
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |mewujudkan KG
Kabupaten/Kota dan hakanak
Jumlah Dokumen |Persentase
Penguatan Persentase Hasil Penguatan Penguatan dan Kab. Ende, Dana Persentase
2 08 04 2.02 03 Jejaring antar pemenuhanatas Jejaring Antar Pengembagan Semua 100% |2 100 % 5,000,000 Transfer pemenuhan 100 % 5,500,000
Lembaga layanan UPTD Lembaga Penyedia | Lembaga Kecamatan, Dokumen Umum- atas layanan
Penyedia PPAterhadap Layanan Penyedia Semua Dana UPTD PPA
Layanan Korban Peningkatan Layanan Kelurahan Alokasi terhadap
Peningkatan Kekerasan Kualitas Keluarga | Peningkatan Umum Korban
Kualitas Kewenangan Kualitas Kekerasan
Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota |keluarga dalam
Daerah mewujudkan KG
Kabupaten/Kota dan hakanak
2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0,000,000 77,000,000
2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah (70,000,000 177,000,000
|[Kabupaten/Kota
Penyediaan Data | c5ypan Data Jumlah Dokumen |pgrsentase Kab. Ende, 2 Dok Dana Cakupan
2 08 05 2.01 OllGender dan | Gender dan Anak |DataGender dan |pata Gender Sarmun 1 100 % | 20,000,000|Transfer Data 3 22,000,000
Anak di |yang tersedia Anak Anak Dokumen Umum- Gender dan | Dokumen
Kewenangan Dana Anak
Kabupaten/Kota Alokasi
Umum
i Jumlah Dokumen
Penyajian dan
Penyajian dan Kab. Ende, Dana
Pemanfaatan Cakupan Data Persentase Semua Transfer Cakupan
2 08 05 2.01 02|pata Genderdan ” 3 Pemanfaatan Data 2Dok |3 100% | 50,000,000 2 55,000,000
ikl Gender an.Ana Gender dan Anak | Data Gender Kecamatan, ek Umum- Data o —
yang tersedia dalam Anak Semua Dana Gender dan
Kelembagaan | ; Anak
Data di Kelembagaan Data Kelurahan Alokasi na ;.Bﬂg
Kewenangar di Kewenangan Umum tersedia
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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08 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 70,000,000 176,000,000
2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 45,000,000 148,500,000
Advokasi Jumlah Organisasi |Persentase
: ij i Kab. ) ,000, Dana
2 08 06 2.01 01 Kebuakan_dan Cakiipan LEvbag Pemerintah, Non Terl.alfsanlanya ab. Ende 30,000,000 Galkupan
Pendampingan Pemenuhan Hak | Pemerintah, Media Sosialisasi Perda |Semua 100 % 11 Transfer Lembaga 100 % 33,000,000
Pemenuhan Hak danDunia Usaha |No.2 Tahun 2021 |Kecamatan, Organisasi| 100 % Umum- 8
Anak (PHA) Pemenuhan
Anak pada yang Mendapat tentang Semua Dana Hak Anak
Lembaga Advokasi Kebijakan penyelenggaraan |Kelurahan Alokasi (PHA)
Pemerintah, Non dan Pendampingan kabupaten layak Umum
Pemerintah, Pemenuhan Hak |anak
Media dan Dunia Anak pada
Usaha Organisasi
Kewenangan Pemerintah, Non
Kabupaten/Kota Pemerintah, Media
danDunia Usaha
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi Persentase Kab. Ende, Dana
2 08 06 2.01 o2[5inkronisasi Cakupan dan Sinkronisasi | Terlaksananya | Semua 100% |1 Dokumen|100% | 15,000,000 Transfer Cakupan 100 % 15,500,000
Pelembagaan Lembaga Pelembagaan Sosialisasi Perda | Kecamatan, Umum- Lembaga
Pemenuhan Hak |PemenuhanHak |poiianuhan Hak | N©-2 Tahun 2021 |Semua Dana Pemenuhan
Anak Anak(PHA) Aiiak tentang Kelurahan Alokasi Hak Anak
Kewenangan Kewenangan penyelenggaraan Umum (PHA)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota |kabupaten layak
anak
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2 08 06 2.02 Penguuatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 25,000,000 27,500,000
Kabupaten/Kota
. Jumlah Anak yang |Persentase Kab. Ende, Dana
Penyediaan Cak
Cakupan Mendapatkan Penguatandan Semua Transfer akupan
Layanan
2 08 06 202 Oy BVENEN Lembaga Layanan Pengembangan |Kecamatan, |100% [100rang [100% | 5,000,000|ymum. Lembaga  [100 % 5,500,000
eningkatan ,
Kualitas Hidup Pemenuhan Hak | paningkatan Lembaga Semua Dana Pemenuhan
Ariak Anak(PHA) Kualitas Hidup Penyedia Kelurahan Alokasi Hak Anak
Kewenangan Anak Kewenangan [layanan Umum (PHA)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota peningkatan
kualitas hidup
anak
Koordinasi dan Jumlah Dokumen | parsentase Kab. Ende Dana
Sinkronisasi Cakupan Hasil Koordinasi ’ Cakupan
2 08 06 2.02 02lpgjaksanaan | Lembaga dan Sinkronisasi Eeng“at:“da“ i""‘“a . 100% |12 100 % | 10,000,000 Lﬁ';sr;e’ lembaga  |100 % 11,000,000
Pendampingan |Pemenuhan Hak |pejaksanaan Lengbem e Secama o Dokumen D Pemenuhan
i Anak (PHA) ; sk aga e ana i Hak Anak
Peningkatan Peningkatan Penyedia Kelurahan Alokasi
Kualitas Hidup Kualitas Hidup layanan Umum (PHA)
Anak Tingkat Anak Kewenangan peningkatan
Daerah Kabupaten/Kota |y alitas hidup
Kabupaten/Kota anak
Pengembangan Jumlah Dokumen
Komunikasi, n— Komunikasi Persentase Kab. Ende, Dana Cakupan
Informasi dan Informasi dan
2 08 06 2.02 03 ! Lembaga , Penguatandan |Semua 100% |1Dokumen |100% | 10,000,000| T2 se" lembaga  |100% 11,000,000
Edukasi b han Hak Edukasi (KIE) Pengembangan |Kecamatan, Umum- 5 han
Pemenuhan Hak Aemki':;-l,o: - Pemenuhan Hak |Lembaga Semua Dana Hen;ninuka
Anak bagi na Anak bagi Penyedia Kelurahan Alokasi ak Ana
Lembaga Lembaga layanan Umum (RHA)
Penyedia Penyedialayanan [peningkatan
Layanan Peningkatan kualitas hidup
Peningkatan Kualitas Hidup anak
Kualitas Hidup Anak
Anak Tingkat Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
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2708 07

IPROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

70,000,000 77,000,000
2 08 07 2.01 IPencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 15,000,000 16,500,000
Penyusunan Jumlah Kebijakan 12 Dokumen
Kebijakan Perlindungan
Perlindungan Khusus Anak Kab. Ende, Dana
2 08 07 2.01 05 Khusus Anak Cakt:upan Kewenangan Persentase Semua 100 % 100 % 5,000,000 Transfer CakL.lpan 100 % 5,500,000
Kewenangan Perlindungan Kabupaten/Kota Penyusunan Kecamatan, Umum- Perlindun
Kabupaten/kota |Khusus Anak Kebijakan Semua Dana gan
Perlindungan Kelurahan Alokasi Khusus
Khusus Anak Umum Anak
Kewenangan
kabupaten/kota
Koordinasi dan :-Ium'llal? D°:_'"m‘?" — Kab. Ende, Dana —
; feaci asil Koordinasi
2 08 07 2.01 g2j>nKronisasl Cakupan dan Sinkronisasi | Pelaksanaan Semua 100% |5 Dokumen|100% | 10,000,000 Transfer Perlindun  |100 % 11,000,000
Pencegahan : . Kecamatan, Umum-
Perlindungan Pencegahan Kegiatan gan
Kekerasan Semua Dana
Khusus Anak Kekerasan Pencegahan ) Khusus
Terhadap Anak Kekirasan Kelurahan Alokasi Anak
Kewenangan Terhadap Anak verhadasanak Umum
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 07 2.02 I:enyedlaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 135,000,000 38,500,000
abupaten/Kota
Penyediaan Jumlah Anak yang Kab. Ende, Dana
Layanan Memerlukan Persentase Semua Transfer Cakupan
2 08 07 2.02 01 Cakupan ; Penyediaan 100% (18 Orang |[100% | 10,000,000 Perlindun 100 % 11,000,000
Pengaduan : Perlindungan ) Kecamatan, Uricinis
Masyarakat bagi | Perindungan Khusus Layanan bagi Bt Dana gan
Anak yang Khusus Anak Mendapatkan anak yang Kelurahan Alolissi Khusus
Memerlukan Layanan me“_"e”“ka” Umum Anak
Perlindungan Pengaduan perlindungan
Khusus Tingkat Kewenangan khusus
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat 20,000,000 22,000,000
Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan Jumlah Kegiatan
Jejaring antar kerjasama antar  |[Persentase
Lembaga Penyedia lembaga penyedia [terlaksananya Kab. Ende, 4 Kegiatan Dana
Cak jari
2 08 07 2.03 oelaYanan iy Layanan AMpk  [Penguatan Jejaring | Semua 100 % 100% | 15,000,000| 2"t Cakupan ;009 18,500,000
perlindungan bagi | Perlindungan lantar Lembaga Kecamatan, r Perlindun
IAMPK tingkat Khusus Anak Penyedia layanan  |Semua Umum gan
daerah perlindungan bagi | Kelurahan -Dana Khusus
Kabupaten/Kota AMPK tingkat Alokasi Anak
daerah Umum
Kabupaten/Kota
2 08 07 2.02 03
Pengembangan Jumlah
; Dokumen Persentase Kab. Ende, Dana
Komunikasi, Cakupan Heaci Penyediaan Semua Transfer Cakupan
Informasi dan . KOmUnlkaSl, Y i 100% [12 100 % 5,000,000 . 100 % 5,500,000
) Perlindungan Informasi dan Layanan bagi anak |Kecamatan, Doku Umum- Perlindun
Edukasi Anak okumen
Khusus Anak Edukasi (KIE) yangmemerlukan |Semua Dana gan
yang . i Kh
Anakyang perlindungan Kelurahan Alokasi usus
Memerlukan X Biiigiis T Anak
Perlindungan Memerlukan
Khusus Perlindungan
Kewenangan Khusus
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
TOTAL 1'164'52963 1,944,393,840
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4.1.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja

Perumusan rencana kerja merupakan skenario implementasi pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Kabupaten Ende Tahun 2025, yang dimulai dari tahap persiapan |,

pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.
a. Tahap Persiapan ( Desember 2023 — Juli 2024)

Pembentukan Tim Penyusun Renja 2025

Tim penyusun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang terbentuk, bekerja sejak Perda Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ditetapkan dibawah
inisiasi Dinas induk lama.

Penyusunan Rancangan awal

Perumusan Rancangan Renja

Penetapan Renja 2025

Setelah penetapan renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Ende sebagai bahan rancangan APBD 2025

Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan

Persiapan dokumen teknis (optional sesuai jenis kegiatan)

Persiapan Proses Pengadaan Barang/Jasa

b. Tahapan Pelaksanaan

Secara umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan Januari — Desember 2025

c. Tahapan Pengendalian dan Evaluasi

Setiap bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Ende.
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e Pengendalian dan Evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara
berkala antara lain melalui laporan bulanan, laporan akhir tahun
(pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja).

4.2. Pendanaan

Jumlah total pagu indikatif adalah sebesar Rp. 1.764.529.500 yang bersumber
dari APBD Kabupaten Ende.
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BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

Anak Kabupaten Ende tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun

2025 — 2026, Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2025 ini

diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap dapat

mengatasi berbagai permasalahan yang ada, Oleh karena itu dibutuhkan komitmen

yang tinggi dari seluruh aparat maupun masyarakat dalam pelaksanaannya,

Dalam penjabarannya diperlukan langkah-langkah strategis yang dituangkan

dalam kaidah pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :

1.

Perlunya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas,
transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam
rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Renja, sehingga
berimplikasi pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran,

Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan,
wajib dilakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui
upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap bulan kepada Bupati
Ende melalui Kepala Bapeda Kabupaten Ende.

Pada akhir tahun dilakukan evaluasi menyeluruh dengan mengintegrasikan
capaian pelaksanaan Program/Kegiatan dengan target capaian RENSTRA
untuk dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja periode perencanaan
berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten tahun 2025 berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember 2025.
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Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan Pembangunan Bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih efesien dalam pencapaian
sasaran dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Strategis Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dalam
memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak
kekerasan lebih ditingkatkan secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga kinerja
keberhasilan secara operasional dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mendukung keberhasilan perlu dukungan semua pihak dalam hal
kerjasama  sehingga mempengaruhi keberhasilan pembangunan  bidang
Kesejahteraan Sosial yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Ende.
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